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RINGKASAN EKSEKUTIF  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 ini disajikan untuk menggambarkan 

capaian kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai dari pelaksanaan program 

kegiatan selama 1 (satu) tahun berjalan. 

Memperhatikan  apa yang termuat dalam    Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Pasal 14, Pasal 27 

dan Pasal 30  dan untuk mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan Good Governance, 

maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu dokumen yang 

disyaratkan dari setiap dari setiap Perangkat Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban 

pelaksanaan kegiatannya kepada public.  

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)   merupakan amanat 

yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara 

pemerintahan.  Melalui   Laporan   Kinerja   Instansi   Pemerintah (LKIP), Dinas Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 berkewajiban 

untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan serta melakukan penilaian 

kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran masih melekat pada RPD Provinsi 

NTT Tahun 2024 – 2026 untuk mencapai Misi dan Visi Organisasi yang telah ditetapkan dan 

dituangkan dalam RPD Provinsi NTT, Indikator Kinerja Utama (IKU); Perjanjian Kinerja dan 

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara 

Timur Tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh dengan 

melaksanakan strategis, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan 

dalam rencana strategis. Iktisar prestasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Sasaran 1 :   Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan. 

Indikator Kinerja Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan 

pangan dengan capaiannya 11.817,260 M3 atau 91,08 %  

Sasaran 2 :   Meningkatnya Pelayanan terhadap Kebutuhan Air Irigasi dan Meningkatkan 

Produksi Panen. Indikator Kinerja Luas Areal Irigasi Fungsional dengan 

capaiannya 36.117,82 Ha atau 59,87 %   
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Sasaran 3 :   Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat terhadap Air Minum 

Layak. Indikator Kinerja Presentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas 

Kabupaten/Kota dengan capaiannya 73,90 %. 

Sasaran 4 :   Meningkatnya Kualitas Jalan Kewenangan Provinsi. Indikator Kinerja 

Presentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi dengan capaiannya 

1.873,861 Km 69,73 %. 

Sasaran 5 :   Meningkatnya lingkungan yang di dukung Prasarana, Sarana dan Utilitas 

(PSU) dengan capaiannya 100 %. 

Sasaran 6 :   Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataaan Ruang 

dengan capaiannya 60,87 % 

Pada Tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT 

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 193.368.808.591.-- dengan rincian : Belanja 

Operasi sebesar Rp. 85.356.028.827,- dan  Belanja Modal sebesar Rp. 108.021.779.764,- 

Secara rinci Belanja Modal untuk pembangunan Infrastruktur difokuskan pada 

pembiayaan untuk pembangunan Jalan ; Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan 

Air Minum; Pembangunan Sumur Bor untuk mendukung ketersediaan Air Baku bagi 

Masyarakat.  

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting 

dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi 

NTT dalam perbaikan Kinerja di tahun yang akan datang. 

Dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2025 kendala yang dihadapi antara lain : 

• Adanya keterbatasan anggran sehingga capaian indikator belum terpenuhi secara 

keseluruhan. 

• Adanya kejadian Bencana yang berdampak pada kerusakan sejumlah infrastruktur.  

• Terdapat paket kegiatan yang tidak selesai sehingga sebagai luncuran. 

 

Penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2025 

adalah sebesar 84,92 % ( Rp. 164.213.053.952,00).  Hal ini disebabkan oleh karena adanya 

beberapa permasalahan seperti termuat dalam item kendala diatas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) selama satu tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Dinas PUPR memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur daerah yang 

meliputi bidang pekerjaan umum, jalan dan jembatan, sumber daya air, penataan ruang 

serta pertanahan. Pelaksanaan tugas ini menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan tata 

ruang wilayah yang tertata, aman, dan berkelanjutan. 

LKIP ini disusun sebagai upaya untuk mengukur sejauh mana target kinerja yang telah 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah tercapai, sekaligus menjadi bahan 

evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan, program, dan kegiatan yang 

telah dilaksanakan. 

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan 

infrastruktur wilayah, Dinas PUPR Provinsi NTT berfungsi mendukung pelaksanaan 

urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi: 

pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi, pengelolaan sumber daya 

air, penyediaan infrastruktur permukiman, perumahan rakayat serta penataan ruang 

wilayah dan pertanahan. Kinerja sektor ini berpengaruh langsung terhadap peningkatan 

aksesibilitas antar wilayah, pengembangan ekonomi daerah, dan peningkatan kualitas 

hidup masyarakat. 
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Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki karakteristik geografis yang unik dan menantang, 

dengan topografi bergunung dan kering. Kondisi ini menyebabkan pembangunan 

infrastruktur menjadi tidak merata dan memerlukan perencanaan yang matang serta 

pembiayaan yang besar. Tantangan utama yang dihadapi Dinas PUPR NTT antara lain: 

• Keterbatasan infrastruktur dasar, khususnya jaringan jalan dan jembatan yang 

menghubungkan antar wilayah; 

• Krisis air bersih dan irigasi, akibat musim kemarau panjang dan sumber daya air yang 

terbatas; 

• Kerentanan terhadap bencana alam, seperti longsor, banjir bandang, dan abrasi pantai 

yang merusak infrastruktur; 

• Keterpencilan antar pulau, yang menimbulkan biaya logistik tinggi dan keterlambatan 

pembangunan; 

• Pertumbuhan sektor pariwisata yang menuntut peningkatan kualitas infrastruktur 

menuju destinasi unggulan seperti Labuan Bajo, Alor, Sumba, dan Lembata. 

Untuk mengukukur pencapaian karena kebijakan, program, dan kegiatan yang 

disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan 

infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sangat berdampak terhadap 

perkembangan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan di semua sektor. Namun berbagai 

upaya telah dilakukan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencapai sasaran strategis tersebut dalam 

rangka mendukung Misi Pembangunan Provinsi, yang dituangkan di dalam laporan kinerja 

ini dengan masih mengunakan capaian dan ukuran target pada RPD Provinsi Nusa 

Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026. 

1.2 Dasar Hukum 

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa 

Tenggara Timur Tahun 2025 berlandaskan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, serta pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Adapun dasar hukum 

yang menjadi acuan adalah sebagai berikut: Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa 

Tenggara Timur disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut: 
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1. Landasan Idiil, yaitu Pancasila; 

2. Landasan Konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945; 

3. Landasan Operasional, yaitu : 

a. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari KKN’ 

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari KKN; 

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen 

perencanaan seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

i. RENSTRA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Provinsi 

Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. 
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j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah 

untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas publik; 

k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

l. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menjadi pedoman pelaksanaan akuntabilitas 

kinerja melalui siklus perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi; 

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PermenPANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

o. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 

9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur; 

p. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2006 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur, serta diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara 

Timur Nomor 74 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

q. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043; 

r. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTT Tahun 

2025–2045; 

s. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang 
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Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

t. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 74 Tahun 2023 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dinas 

PUPR NTT) 

u. Dokumen RPD  Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024–2026, sebagai 

acuan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah 

Tahun 2025; 

v. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, 

sebagai dokumen kesepakatan antara Kepala Dinas PUPR dengan Gubernur 

NTT mengenai target kinerja yang harus dicapai selama tahun berjalan. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.3.1 Maksud 

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa 

Tenggara Timur Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja 

instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh peraturan 

perundang-undangan, serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik (Good Governance). 

Laporan ini menjadi sarana untuk: 

1. Menggambarkan secara menyeluruh realisasi kinerja yang telah dicapai di tahun 2025 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan 

Dokumen RPD Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026; 

2. Menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan 

yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR NTT; 

3. Menjadi alat evaluasi dan pengendalian manajemen atas pelaksanaan kegiatan 

pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 

4. Memberikan informasi kinerja yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat, 

Gubernur Nusa Tenggara Timur, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya; 

5. Mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

secara konsisten, berkelanjutan, dan terukur di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. 
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1.3.2 Tujuan 

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 

1. Menilai capaian kinerja Dinas PUPR Provinsi NTT dalam melaksanakan program dan 

kegiatan pembangunan infrastruktur di Tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja 

Perangkat Daerah dengan ukuran target pada RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Tahun 2024-2026 dan Indikator Kunci (IKU) dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas ; 

2. Menyediakan dasar bagi evaluasi dan pengambilan keputusan dalam perencanaan 

pembangunan infrastruktur pada tahun-tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran, 

efisien, dan berdaya guna; 

3. Mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan kendala yang dihadapi selama 

pelaksanaan kegiatan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk 

peningkatan kinerja di masa mendatang; 

4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik, sebagai wujud komitmen Dinas 

PUPR NTT dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang berorientasi pada hasil; 

5. Memperkuat sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan evaluasi 

kinerja, sesuai yang tertuang dalam SAKIP; 

6. Menyajikan informasi kinerja secara objektif dan terukur kepada Pemerintah Provinsi 

NTT dan Kementerian PANRB sebagai bahan pembinaan, penilaian kinerja, serta dasar 

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. 

1.4 Tugas Pokok dan  Fungsi 

1.4.1 Tugas Pokok 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

serta Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 74 Tahun 2023 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dinas PUPR NTT) 

mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi 

kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh 

Kepala Daerah. 
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1.4.2 Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur 

menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; 

2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; 

4. Pelaksaan administrasi dinas di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;  

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Uraian tugas jabatan eselon II (Kepala Dinas) dan Eselon III (Sekretaris dan Kepala 

Bidang) sesuai Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana terlampir (Struktur Organisasi). 

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, mandat yang diberikan kepada Daerah, 

pembagian urusan pemerintah konkuren Bidang Pekerjaan Umum terbagi ke dalam 

Urusan Pekerjaan Umum Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rincian Pembagian Urusan Bidang 

Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut: 

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri 

dari 11          urusan antara lain: 

a. Sub Urusan Sumber Daya Air, Kewenangan Provinsi; 

b. Sub Urusan Air Minum, kewenangan Provinsi; 



8 |                                                                                       LKIP Dinas PUPR Prov NTT Tahun 2025 

 

c. Sub Urusan Persampahan, kewenangan Provinsi; 

d. Sub Urusan Air Limbah, kewenangan Provinsi; 

e. Sub Urusan Drainase, kewenangan Provinsi; 

f. Sub Urusan Permukiman, kewenangan Provinsi; 

g. Sub Urusan Bangunan Gedung, kewenangan Provinsi; 

h. Sub Urusan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, kewenangan Provinsi; 

i. Sub Urusan Jalan, kewenangan Provinsi; 

j. Sub Urusan Jasa Konstruksi, kewenangan Provinsi; 

k. Sub Urusan Penataan Ruang, kewenangan Provinsi. 

 

2. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari 

4  urusan antara lain: 

a. Sub Urusan Perumahan, kewenangan Provinsi; 

b. Sub Urusan Kawasan Permukiman, kewenangan Provinsi; 

c. Sub Urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), kewenangan Provinsi; 

d. Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, kewenangan Provinsi. 

 

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang terdiri dari 8 urusan antara lain: 

a. Sub Urusan Izin Lokasi, kewenangan Provinsi; 

b. Sub Urusan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum, kewenangan Provinsi; 

c. Sub Urusan Sengketa Tanah Garapan, kewenangan Provinsi; 

d. Sub Urusan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, 

kewenangan Provinsi; 

e. Sub Urusan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah 

Kelbihan Maksimum dan Tanah Absentee, kewenangan Provinsi; 

f. Sub Urusan Tanah Ulayat, kewenangan Provinsi; 

g. Sub Urusan Tanah Kosong, kewenangan Provinsi; 

h. Sub Urusan Penggunaan Tanah, kewenangan Provinsi. 
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1.5  Gambaran umum Dinas PUPR Provinsi NTT 

1.5.1 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari Kepala 

Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian. Susunan organisasi 

secara umum adalah sebagai berikut: 

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas PUPR Provinsi NTT 

 

 

Jabatan Struktural pada Dinas PUPR Provinsi NTT sesuai Pergub SOTK Nomor 74 Tahun 

2023.  

 

1.5.2 Kondisi Sumber Daya Aparatur 

1.5.2.1 Sumber Daya Manusia 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, Dinas Pekerjaan Umum 
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dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Sumber Daya 

Manusia (SDM) sebanyak 637 orang Pegawai. Jumlah tersebut mencerminkan kekuatan 

organisasi dalam menjalankan pelayanan publik di bidang pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat. Rincian klasifikasi pegawai yang ada pada Dinas PUPR Provinsi 

NTT dapat disajikan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 1.1 Jumlah PNS/CPNS/P3K Dinas PUPR Provinsi NTT  

berdasarkan Jenis Kelamin 

 

PNS/CPNS/P3K berdasarkan Jenis Kelamin : 

Laki – Laki : 425  

Perempuan : 222  

Jumlah : 647  
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Tabel 1.3 Jumlah PNS/CPNS/P3K Dinas PUPR Provinsi NTT  

berdasarkan Golongan 

 

JENIS 
KELAMIN 

GOLONGAN PNS / CPNS GOLONGAN PPPK JUMLAH 

Gol. 
I 

 Gol. 
II 

Gol. 
III 

 Gol. 
IV 

Gol. 
IX 

Gol. 
VII 

Gol. 
V 

Gol. 
III 

LAKI – LAKI 4 60 159 12 70 25 92 3 425 

PEREMPUAN 0 27 102 3 59 10 21 0 222 

JUMLAH 4 87 261 15 129 35 113 3 647 
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Tabel 1.4  Jumlah PNS/CPNS/P3K Dinas PUPR Provinsi NTT  

berdasarkan Eselon 

 

JENIS KELAMIN ESELON Fungsional JUMLAH 

I II III IV 

LAKI – LAKI 0 1 6 8 56 71 

PEREMPUAN 0 0 0 2 63 65 

JUMLAH 0 1 6 10 119 136 
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Tabel 1.5  Jumlah PNS/CPNS/P3K Dinas PUPR Provinsi NTT  

berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

JENIS 
KELAMIN 

TINGKAT PENDIDIKAN   JUMLAH 

S3 S2 S1 DIV DIII DII SLTA SLTP SD   

LAKI – LAKI 1 18 150 31 66 1 143 4 4 418 

PEREMPUAN 0 6 134 16 23 1 38 1 0 219 

JUMLAH 1 24 284 47 89 2 181 5 4 637 
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 Tabel 1.6  Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Pendidikan/Jurusan 

 

TINGKAT PENDIDIKAN JURUSAN JUMLAH 

TEKNIK NON TEKNIK 

SD 0 4 4 

SLTP 0 5 5 

SLTA 36 145 181 

DI / DII 2 0 2 

DIII 74 15 89 

DIV 47 0 47 

S1 169 115 284 

S2 19 5 24 

S3 0 1 1 

    

JUMLAH 347 290 637 
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Tabel 1.7  Jumlah PNS/CPNS/PPPK Dinas PUPR Provinsi NTT  

berdasarkan Usia 

 

USIA JENIS KELAMIN JUMLAH 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 

≥56 17 2 19 

51 – 55 62 17 79 

46 – 50  80 29 109 

41 – 45  92 40 132 

36 – 40  59 34 93 

31 – 35  49 35 84 

26 – 30  43 36 79 

≤20 16 26 42 

JUMLAH 418 219 637 
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Tabel 1.8 Jumlah PNS/CPNS/PPPK Dinas PUPR Provinsi NTT  

berdasarkan Agama 

 

AGAMA JENIS KELAMIN JUMLAH 

LAKI - LAKI PEREMPUAN 

PROTESTAN 243 132 375 

KATOLIK 143 70 213 

ISLAM 31 17 48 

HINDU 1 0 1 

BUDHA 0 0 0 

JUMLAH 418 219 637 
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Tabel 1.9  Jumlah PNS/CPNS/PPPK Dinas PUPR Provinsi NTT 

  berdasarkan Unit/Bidang Kerja 

UNIT / BIDANG KERJA JENIS KELAMIN JUMLAH 

LAKI - LAKI PEREMPUAN 

SEKERATRIAT 68 54 122 

BINA MARGA 90 26 116 

SUMBER DAYA AIR 67 39 106 

TATA RUANG 20 17 37 

CIPTA KARYA 55 26 81 

PERKIM 42 32 74 

BINKON 17 13 30 

BLUD 15 5 20 

BWS 29 5 34 

BPJN 15 2 17 

        

JUMLAH 418 219 637 
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1.6 Kondisi Sarana Prasarana 

Untuk mendukung tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan pelayanan diperlukan sarana dan 

prasarana SKPD yang memadai, adapun keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember   2025 

disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1. 10  

Sarana dan Prasarana Dinas PUPR Prov NTT Per 31 Desember 2025 

NO GOL NAMA BIDANG BARANG KET KONDISI 

1 2   4 6 

1 01 A. TANAH   

    a. 
Tanah Bangunan Gedung dan Bangunan 
Lainnya Baik 

    b. Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan Baik 

    c.  Tanah Daerah Irigasi (D.I) Baik 

2 02 B. PERALATAN DAN MESIN   

    a Alat-alat Besar Baik 

    b Alat-alat Angkutan Baik 

    c Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur Baik 

    d Alat-alat Pertanian / Peternakan Baik 

    e Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Baik 

    f Alat-alat Studio dan Komunikasi Baik 

    g Alat-alat Kedokteran Baik 

    h Alat-alat Laboratorium Baik 

    i Alat-alat Keamanan Baik 

3 03 C. GEDUNG DAN BANGUNAN   

    a Bangunan Gedung Baik 

    b Bangunan Monumen Baik 

4 04 D. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN   

    a Jalan  Baik 

    b Jembatan Baik 

    c Bangunan Air/ Irigasi Baik 

    d Instalasi Baik 

    e Jaringan Baik 

5 05 E. ASET TETAP LAINNYA   

    a Buku Perpustakaan Baik 

    b Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan Baik 

    c Hewan Ternak dan Tumbuhan Baik 

    d Alat-alat Persenjataan serta Keamanan Baik 



19 |                                                                                                   LKIP Dinas PUPR Prov NTT TA 2025 

 

1.7  Anggaran 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 

2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur 

mengelola anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  dengan Pagu Anggaran 

sebesar Rp. 193.368.808.591.-  dengan rincian disajikan sebagai berikut: 

Tabel 1.11 

 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
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1.8 Isu Strategis 

Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Tahun 2025, maka isu strategis dan 

permasalahan yang menjadi dasar dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat 

berdasarkan Pelayanan Urusan dapat di gambarkan sebagai berikut berikut: 

1) Sub Urusan Jalan 

• Pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah pesisir yang rentan abrasi dan 

cuaca ekstrem 

• Pembenahan segmen jalan yang rusak, sempit, dan belum sesuai standar pelayanan 

jalan wisata agar meningkatkan kenyamanan, keselamatan, serta mempercepat 

waktu tempuh wisatawan menuju Labuan Bajo dan kawasan sekitarnya 

• Peningkatan kualitas dan standar ruas jalan akses pesisir untuk mendukung 

kelancaran mobilitas nelayan dan pembudidaya serta memperlancar distribusi hasil 

perikanan dan budidaya laut menuju pasar dan pelabuhan 

• Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan provinsi yang menghubungkan pusat 

pemerintahan dengan sentra produksi perikanan dan pertanian guna 

memperlancar transportasi barang dan orang serta mendukung pertumbuhan 

ekonomi wilayah 

• Peningkatan kualitas jalan untuk menurunkan biaya logistik, mempercepat 

distribusi, serta memperkuat daya saing hasil pertanian dan perikanan di pasar lokal 

maupun luar daerah. 

 

1) Sub Urusan SDA 

• Optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi agar indeks tanam meningkat lebih dari 

150% (1,5 kali tanam) per tahun 

• Optimalisas fungsi embung kecil untuk mendukung ketahanan air dan pertanian 

• Peningkatan keberlanjutan fungsi embung melalui penguatan pembiayaan, kapasitas 

kelembagaan pengelola, dan partisipasi masyarakat guna mencegah pendangkalan, 

kebocoran, serta penurunan daya tampung air 

• Peningkatan efektivitas dan keandalan jaringan irigasi melalui rehabilitasi, 

normalisasi, serta pengendalian kebocoran agar distribusi air ke lahan pertanian 

dapat optimal dan mendukung produktivitas sawah. 
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2) Sub Urusan Air Minum, sanitasi & sampah, drainase dan Bangunan Gedung 

• Meningkatkan kinerja dan capaian pembangunan SPAM lintas kabupaten/kota 

sesuai target perencanaan serta memperkuat kapasitas pengelolaan SPAM 

kewenangan provinsi agar memenuhi standar nasional 

• Meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem penyediaan air minum melalui 

pengendalian kehilangan air, optimalisasi pemanfaatan sumber air baku, perluasan 

cakupan distribusi, serta penguatanmanajemen pemeliharaan dan pengawasan 

jaringan pipa 

• Meningkatkan dukungan pendanaan dan efisiensi pembiayaan dalam 

pengembangan serta operasional SPAM agar lebih berkelanjutan dan seimbang 

antara biaya dan pendapatan 

• Meningkatkan kapasitas manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan daya 

pada unit pengelola SPAM agar kinerja layanan lebih optimal dan berkelanjutan 

• Meningkatkan kualitas bangunan gedung kewenangan daerah agar lebih inklusif dan 

aksesibel, terutama bagi penyandang disabilitas 

• Meningkatkan peran dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah 

negara agar lebih efektif dan sesuai ketentuan 

• Mempercepat   penataan   kawasan strategis daerah provinsi dan lintas 

kabupaten/kota guna mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan mendukung 

pengembangan wilayah 

 

3) Sub Urusan Jasa Konstruksi 

• Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi agar mampu 

bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain. 

• Meningkatkan jumlah lulusan teknik yang memiliki sertifikat kompetensi kerja 

untuk menekan angka pengangguran. 

• Memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi penyelenggaraan jasa konstruksi 

pada lingkup provinsi. 

• Menyediakan dan mengoptimalkan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan 

sistem informasi jasa konstruksi provinsi. 

• Menetapkan produk hukum daerah terkait penyelenggaraan jasa konstruksi guna 

memberikan kepastian hukum di sektor jasa konstruksi. 
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• Mengoptimalkan penggunaan laboratorium pengujian material konstruksi 

untuk meningkatkan pengendalian mutu. 

• Memperkuat peran Dinas PUPR sebagai instansi pembina jasa konstruksi dalam 

pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan 

konstruksi. 

 

4) Sub Urusan Tata Ruang 

• Meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap pentingnya tata  ruang  

dalam  mendukung pembangunan daerah. 

• Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM bidang penataan ruang, khususnya 

dalam evaluasi RTRW  provinsi/kabupaten/kota dan penyusunan peta. 

• Memperkuat pemahaman pemerintah kabupaten/kota dalam proses penyusunan 

RTRW agar kualitas dokumen tata ruang lebih optimal. 

 

5) Sub Urusan Permukiman & Pertanahan 

• Meningkatkan pendataan dan validasi penyediaan serta rehabilitasi rumah korban 

bencana atau relokasi program provinsi agar lebih optimal. 

• Meningkatkan kualitas hunian relokasi agar layak huni, dilengkapi fasilitas umum, 

memiliki kejelasan status lahan, serta sesuai dengan kebutuhan sosial budaya dan 

mata pencaharian masyarakat terdampak bencana. 

• Menata permukiman tidak layak huni melalui pengaturan bangunan, pengendalian 

kepadatan, serta peningkatan kualitas bangunan, sarana, dan prasarana. 

• Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) 

perumahan agar memenuhi standar pelayanan minimal. 

• Menyinkronkan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

dengan rencana tata ruang wilayah, serta menyelesaikan status tanah yang belum 

bersertifikat atau tumpang tindih kepemilikan. 

• Menata dan menyelesaikan permasalahan tanah ulayat lintas kabupaten/kota 

melalui harmonisasi hukum adat dan hukum nasional, penyelesaian sengketa, serta 

pencegahan praktik mafia tanah. 

• Mempercepat sertifikasi tanah wakaf untuk menjamin kepastian hukum dan 

pemanfaatannya. 

• Melaksanakan penatausahaan tanah kosong agar dapat dimanfaatkan bagi 
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kepentingan masyarakat dan pemerintah. 

• Memperkuat  fasilitasi  penyelesaian konflik pertanahan melalui penanganan 

kebijakan bermasalah masa lalu, penertiban regulasi agraria, penyelesaian tumpang 

tindih penggunaan tanah, peningkatan kapasitas SDM aparat pelaksana, serta 

pengendalian perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah. 

 

6) LAIN-LAIN: 

• Menyusun dan menetapkan SOP khusus penanganan pra bencana, saat bencana, dan 

pasca bencana agar penanganan lebih terarah dan efektif 

• Membentuk dan memperkuat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kabupaten untuk 

meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan penanganan bencana di lapangan. 

 

1.9 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) 

 

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan sistematika yang 

ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 sebagai berikut: 

1. KATA PENGANTAR  

2. DAFTAR ISI  

3. IKHTISAR EKSEKUTIF 

4. Bab I:  PENDAHULUAN 

Memuat penjelasan umum organisasi serta permasalahan utama dan isu organisasi 

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur serta 

sekilas pengantar lainnya. 

5. BAB II :  PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

Dalam bab ini diikhisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan yang memuat 

visi, misi, tujuan,  kebijakan serta program-perogram pembangunan, Indikator Kinerja 

terksait ringkasan /iktisar Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

6. BAB III :  AKUNTABILITAS KINERJA 

Dalam bab ini diuraikan pencapaian kinerja organisasi terhadap setiap sasaran 

strategis pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Provinsi Nusa 
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Tenggara Timur dan Realisasi Anggran 

7. BAB IV :   PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan terhadap pencapaian kinerja organisasi serta upaya 

mendatang yang akan dilakukan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur 

8. LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 

9. INSTRUMEN PENDUKUNG 

10. LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

2.1. Perencanaan Strategis 

Dinas PUPR Provinsi NTT memiliki peran strategis dalam penyediaan 

infrastruktur jalan, sumber daya air, cipta karya, penataan ruang, Jasa 

konstruksi dan pertanahan sebagai penopang pembangunan wilayah 

kepulauan. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan 

kapasitas sumber daya manusia teknis, kondisi infrastruktur eksisting yang 

belum merata, keterbatasan anggaran daerah, serta perlunya penguatan tata 

kelola perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan 

infrastruktur. Kerentanan terhadap bencana alam menjadi faktor penting yang 

harus diakomodasi dalam perencanaan strategis. Oleh karena itu, perencanaan 

strategis Dinas PUPR Provinsi NTT harus diarahkan pada penguatan kapasitas 

kelembagaan, peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar, 

penerapan perencanaan berbasis data dan risiko, serta peningkatan sinergi 

dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan 

lainnya guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sehingga 

perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil 

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun 

secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, 

peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang masih mengacu 

dalam rencana strategi RPD Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026. 

2.2  Visi dan Misi Organisasi 

2.2.1  VISI 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada Visi Kepala 

Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu: 



 

26 |                                                                                                   LKIP Dinas PUPR Prov NTT TA 2025 

 

“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur 

dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

2.2.2 MISI 

Visi Daerah masih  mengacu pada  RPD 2024 –  2026  tersebut diatas 

selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa Misi, yaitu : 

• Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, 

berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;  

• Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya 

saing global; 

• Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis 

berlandaskan hukum; 

• Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah  yang berketahanan 

ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan; 

• Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki 

keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan; 

• Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan  antar 

negara, daerah dan masyarakat; 

• Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai  provinsi kepulauan  dan 

masyarakat maritim.   

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur 

sesuai  tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab untuk mengemban Misi 

ke 4, yaitu: 

“Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki 

 keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan”. 

 

2.3 Tujuan Dan Sasaran 

       2.3.1 Tujuan 

Mengacu pada Visi Pemerintah Daerah yaitu “Nusa Tenggara Timur yang 
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Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”, serta misi yang telah ditargetkan maka sesuai RPD Provinsi NTT 

ditetapkan Tujuan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024–2026, yaitu meningkatkan kualitas 

dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk 

mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

berbagai aktivitas sosial. Tujuan yaitu hasil yang akan dicapai dalam jangka 

waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi 

dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan 

arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. 

1. Meningkatkan penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi 

2. Mempercepat Pengembangan Ekonomi masyarakat melalui Penyediaan 

Infrastrukstur Sumber Daya Air  dan Irigasi 

3. Meningkatkan kualitas hidup melalui ketersediaan infrastruktur pelayanan 

dasar Bidang Pekerjaan Umum 

4. Meningkatkan kualitas bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah 

negara 

5. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di 

Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

6. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dalam Upaya Mendungkung 

Pengembangan Ekonomi Masyarakat 

7. Meningkatkan Kualitas  Pembangunan Infrastuktur untuk mempercepat 

Pengembangan Ekonomi 

8. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar Bidang 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan memperhatikan Aspek 

Tata Ruang 

9. Mewujudkan Permukiman yang layak Huni bagi warga yang terkena relokasi 

rumah program pemerintah provinsi atau terkena bencana tingkat provinsi 

10. Menciptakan Kawasan kewenangan Provinsi bebas Kumuh 

11. Menciptakan Lingkungan yang memiliki sanitasi layak 

12. Membangun lingkungan yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan 

Utilitas (PSU) 
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13. Menyediakan Tanah untuk Kepentingan umum dan Pendataan Penetapan 

Tanah Ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/ kota daerah Provinsi 

 

2.3.2 Sasaran 

Untuk mewujudkan upaya pencapaian tujuan dan peningkatan keandalan 

infrastrukur pekerjaan umum dan penataan ruang yang berkelanjutan, maka 

ditetapkan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Provinsi NTT. Penetapan sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari 

tujuan yang dapat diukur secara spesifik untuk menggambarkan tahapan 

dalam pencapaian tujuan. Sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah : 

1. Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan 

2. Menurunya Daya Rusak Air 

3. Meningkatnya pelayanan terhadap kebutuhan air irigasi dan meningkatkan 

produksi panen 

4. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur Sumber Daya air dan Irigasi 

5. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air 

minum layak 

6. Meningkatnya Cakupan Sistem Pengelolaan Persampahan TPS/TPSP/SPA 

7. Meningkatnya Cakupan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 

8. Meningkatnya Cakupan Penanganan Sistem Drainase Perkotaan 

9. Meningkatnya Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman 

pada KSDP 

10. Meningkatnya kualitas bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah 

negara 

11. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di 

Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

12. Meningkatnya Kualitas Kermantapan Jalan Wewenang Provinisi 

13. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi 

14. Meningkatnya  kualias tata ruang daerah 

15. Tersedianya rumah layak bagi warga yang terkena relokasi rumah program 
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pemerintah provinsi  atau terkena bencana tingkat provinsi 

16. Menurunnya tingkat kekumuhan kawasan kewenangan Provinsi 

17. Meningkatnya rumah tangga yang memiliki sanitasi layak 

18. Meningkatnya lingkungan yang di dukung Prasarana, Sarana dan Utilitas 

(PSU) 

19. Meningkatnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai 

tepat waktu 

20. Memfasilitasi Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah 

Kabupaten/Kota daerah Provinsi 

 

2.4 Strategi Dan Kebijakan   

 

2.4.1 Strategi 

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program 

indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Pekerjaan 

Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 

2024-2026 adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan cakupan penyediaan air baku bagi ketahanan pangan. 

2. Cakupan pembangunan Perkuatan Tebing Sungai di WS Kewenangan 

Provinsi. 

3. Pemantapan fungsi-fungsi jaringan induk dan tersier untuk menjamin 

kelancaran distribusi air. 

4. Melaksanakan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan 

penampung air setiap tahun. 

5. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Pengelolaan SDA 

Kewenangan Provinsi. 

6. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi 

setiap tahunnya (42 DI = 60.328 ha). 

7. Melakukan kolaborasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan akses 

masyarakat terhadap sumber air minum layak. 
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8. Mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan. 

9. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional. 

10. Menyusun Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase. 

11. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis 

Daerah Provinsi. 

2.4.2  Arah Kebijakan 

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan 

perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada 

organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah 

kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa 

Tenggara Timur untuk periode 2024-2026 yang dikorelasikan dengan strategi 

pembangunan dapat dilihat pada Matrik tujuan ,sasaran, strategi dan arah 

kebijakan jangka menengah masing masing Misi beserta indikator dapat dilihat 

sebagaimana tabel berikut: 

Tabel  2 .1 Strategi dan Kebijakan Pelayanan 

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Tahun 2024-2026 

 

 Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera 

Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 Misi : III.  Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas 

Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan 

Tujuan Sasaran Strategi 
Arah Kebijakan 

2024 2025 2026 

1. Mening  
katkan 

penyedia 
an 
Infrastrukt

ur Sumber 
Daya Air 

dan Irigasi 

1.

1 
Meningkat 
nya 

ketersedia
an Air 
Baku 

dalam 
menunjan

g 

1.1.

1 

Peningk
atan 

cakupan 
penyedia 
an air 

baku 
bagi 

ketahan

Mengu 
sulkan 

Rencana 
Teknik 
dan 

Doku 
men 

Lingku 
ngan 

Hidup 

Mengu 
sulkan 

Renca 
na 
Teknik 

dan 
Doku 

men 
Lingku 

ngan 

- 
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 Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera 

Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 Misi : III.  Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas 

Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan 

Tujuan Sasaran Strategi 
Arah Kebijakan 

2024 2025 2026 

ketahanan 

pangan 

an 

pangan 

untuk 

kegiatan 

embung 

Hidup 

untuk 
kegiatan 

embung 

      Mengu 
sulkan 
Rencana 

Teknik 
dan 

Doku 
men 

Lingku 
ngan 
Hidup 

untuk 
kegiatan 

Sumur 

Bor 

Mengu 
sulkan 
Renca 

na 
Teknik 

dan 
Doku 

men 
Lingku 
ngan 

Hidup 
untuk 

kegiatan 
Sumur 

Bor 

Mengus
ulkan 
Rencan

a 
Teknik 

dan 
Dokum

en 
Lingku
ngan 

Hidup 
untuk 

kegia 
tan 

Sumur 

Bor 

      Mengu 
sulkan 

pemba 
ngunan 

sumur 
Bor di 

daerah 
dengan 
dana 

DAU 

Mengu 
sulkan 

pemba 
ngunan 

sumur 
Bor di 

daerah 
dengan 
dana 

DAU 

Mengus
ulkan 

pemban
gu nan 

sumur 
Bor di 

daerah 
deng an 
dana 

DAU 

      Mengu 
sulkan 

Pemban
gunan 
Embung 

dengan 

Mengu 
sulkan 

Pemba 
ngunan 
Embung 

dengan 

Mengus
ulkan 

Pemban
gu nan 
Embun

g deng 
an 
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 Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera 

Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 Misi : III.  Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas 

Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan 

Tujuan Sasaran Strategi 
Arah Kebijakan 

2024 2025 2026 

dana 

DAU 

dana 

DAU 

dana 

DAU 

  1.

2. 

Menurunn

ya Daya 

Rusak Air 

1.2.

1 

Cakupa
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ngunan 
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Mengus
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Rencana 
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ngan 
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untuk 
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dali 
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- - 

      - Mening 
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Perkuat
an 

Tebing 
pada 
Wilayah 
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ngan 

Provinsi 

Meni 
ngkat 
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an 
Perku 

atan 
Tebing 
pada 
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yah 

Sungai 
Kewe 

nangan
gan 

Provinsi 
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 Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera 

Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 Misi : III.  Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas 

Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan 

Tujuan Sasaran Strategi 
Arah Kebijakan 

2024 2025 2026 

  1.

3. 

Meningkat 

nya 
pelayanan 

terhadap 
kebutuha
n air 

irigasi dan 
meningkat
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produksi 

panen 

1.3.

1 
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untuk 
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n 
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lolaan 

Aset 
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Prog 
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      Pengusu
lan 

pembua
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Program 
Sistim 
Informa

si Aset 
SDA & 

Irigasi 

- - 

      Pening 
katan 

Jarin 
gan 
irigasi 

pada 
Daerah 

Pening 
katan 

Jaringa
n irigasi 
pada 

Daerah 
Irigasi 

Peningk
atan 

Jaringa
n irigasi 
pada 

Dae rah 
Irigasi 
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 Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera 

Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 Misi : III.  Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas 

Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan 

Tujuan Sasaran Strategi 
Arah Kebijakan 

2024 2025 2026 

Irigasi 
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ngan 
Provinsi 
menggu

nakan 
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Permu 
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irigasi 

pada 
Daerah 
Irigasi 

Permu 
kaan 

kewena
ngan 

Provinsi 
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Rehabili
tasi Jari 

ngan 
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kaan 
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DAU 
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DAK 
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 Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera 

Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 Misi : III.  Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas 

Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan 

Tujuan Sasaran Strategi 
Arah Kebijakan 

2024 2025 2026 

2. Mempercep

at 
Pengemban

gan 
Ekonomi 
masyarakat 

melalui 
Penyedia  

an 
Infrastrukst

ur Sumber 
Daya Air  
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2.

1 
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1 
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yang 
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memper
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pakai 

Pemelih
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      Rehabili
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Demplot 
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Pemelih

araan 
Rutin 
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g Kecil 
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 Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera 

Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 Misi : III.  Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas 

Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan 

Tujuan Sasaran Strategi 
Arah Kebijakan 

2024 2025 2026 

      Studi 

Angka 
Kebutuh

an 
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Operasi 

dan 
Pemelih

araan 
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Angka 
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pengelo 
laan 
SDA 

Kewena
ngan 

Provinsi 

Meng 

opti mal 
kan 
peran 

dan 
fungsi 

kelem 
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yang 
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 Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera 

Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 Misi : III.  Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas 

Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan 

Tujuan Sasaran Strategi 
Arah Kebijakan 

2024 2025 2026 
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Teknis 

SPAM 

      Melaksa
nakan 

Supervis
i 
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 Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera 

Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 Misi : III.  Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas 

Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan 

Tujuan Sasaran Strategi 
Arah Kebijakan 

2024 2025 2026 
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 Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera 

Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 Misi : III.  Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas 

Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan 

Tujuan Sasaran Strategi 
Arah Kebijakan 

2024 2025 2026 
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an Sistem 
Drainase 

Perkotaan 

3.4.

1 

Menyus

un 
Program 
Pengelol

aan dan 
Pengemb

angan 
Sistem 

Drainase 

Melakuk

an 
Penyusu
nan 

Rencana
, 

Kebijaka
n, 

Strategi 
dan 
Teknis 

Sistem 
Drainas

e yang 
Terhubu

ng 
Langsun
g 

dengan 
Sungai 

Lintas 
Daerah 

Melakuk

an 
Penyusu
nan 

Rencana
, 

Kebijaka
n, 

Strategi 
dan 
Teknis 

Sistem 
Drainas

e yang 
Terhubu

ng 
Langsun
g 

dengan 
Sungai 

Lintas 
Daerah 

Melaku

kan 
Penyus
unan 

Rencan
a, 

Kebijak
an, 

Strategi 
dan 
Teknis 

Sistem 
Drainas

e yang 
Terhub

ung 
Langsu
ng 

dengan 
Sungai 

Lintas 
Daerah 
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Kabupat
en/Kota 

dan 
Kawasa

n 
Strategi
s 

Provinsi 

Kabupat
en/Kota 

dan 
Kawasa

n 
Strategis 

Provinsi 

Kabupa
ten/Kot

a dan 
Kawasa

n 
Strategi
s 

Provinsi 

  3.

5 

Meningkat
nya 

Jumlah 
Lokasi 
Penyeleng

garaan 
Infrastrukt

ur 
Permukim

an pada 
KSDP 

 

3.5.

1 

Penyelen
ggaraan 

Infrastru
ktur 
pada 

Permuki
man di 

Kawasan 
Strategis 

Daerah 

Provinsi 

Melakuk
an 

Pemban
gunan 
dan 

Pengem
bangan 

Infrastr
uktur 

Kawasa
n 
Permuki

man di 
Kawasa

n 
Strategi

s 
Daerah 

Provinsi 

Melakuk
an 

Pemban
gunan 
dan 

Pengem
bangan 

Infrastr
uktur 

Kawasa
n 
Permuki

man di 
Kawasa

n 
Strategis 

Daerah 

Provinsi 

Melaku
kan 

Pemban
gunan 
dan 

Pengem
bangan 

Infrastr
uktur 

Kawasa
n 
Permuk

iman di 
Kawasa

n 
Strategi

s 
Daerah 

Provinsi 

4. Meningkatk

an kualitas 
bangunan 

gedung 
negara dan 

pengelolaan 
rumah 

negara 

4.

1 

Meningkat

nya 
kualitas 

bangunan 
gedung 

negara 
dan 
pengelolaa

n rumah 

negara 

4.1.

1 

Melakuk

an 
kolabora

si dalam 
rangka 

meningk
atkan 
kualitas 

banguna
n 

Menyele

nggarak
an 

Bantuan 
Teknis 

Pemban
gunan 
Bangun

an 
Gedung 

Negara 

Menyele

nggarak
an 

Bantuan 
Teknis 

Pemban
gunan 
Bangun

an 
Gedung 

Negara 

Menyele

nggarak
an 

Bantua
n 

Teknis 
Pemban
gunan 

Bangun
an 

Gedung 
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gedung 

negara 

untuk 
Kepenti

ngan 
Strategi

s 

Provinsi 

untuk 
Kepenti

ngan 
Strategis 

Provinsi 

Negara 
untuk 

Kepenti
ngan 

Strategi
s 

Provinsi 

5. Meningkatk

an 
Penyelengg

araan 
Penataan 
Bangunan 

dan 
Lingkungan 

di Kawasan 
Strategis 

Daerah 
Provinsi 
dan Lintas 

Daerah 
Kabupaten

/Kota 

5.

1 

Meningkat

kan 
Penyeleng

garaan 
Penataan 
Bangunan 

dan 
Lingkunga

n di 
Kawasan 

Strategis 
Daerah 
Provinsi 

dan Lintas 
Daerah 

Kabupaten

/Kota 

5.1.

1 

Penyelen

ggaraan 
Penataa

n 
Bangun
an dan 

Lingkun
gan di 

Kawasan 
Strategis 

Daerah 
Provinsi 
dan 

Lintas 
Daerah 

Kabupat

en/ 

Kota 

Penyusu

nan 
Rencana

, 
Kebijaka
n, 

Strategi 
dan 

Teknis 
Sistem 

Penataa
n 
Bangun

an dan 
Lingkun

gan di 
Kawasa

n 
Strategi

s 
Daerah 
Provinsi 

dan 
Lintas 

Daerah 
Kabupat

en/Kota 

Penyusu

nan 
Rencana

, 
Kebijaka
n, 

Strategi 
dan 

Teknis 
Sistem 

Penataa
n 
Bangun

an dan 
Lingkun

gan di 
Kawasa

n 
Strategis 

Daerah 
Provinsi 
dan 

Lintas 
Daerah 

Kabupat

en/Kota 

Penyus

unan 
Rencan

a, 
Kebijak
an, 

Strategi 
dan 

Teknis 
Sistem 

Penataa
n 
Bangun

an dan 
Lingku

ngan di 
Kawasa

n 
Strategi

s 
Daerah 
Provinsi 

dan 
Lintas 

Daerah 
Kabupa

ten/ 

Kota 
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6. Meningkatk

an Kualitas 
Infrastrukt

ur Jalan 
dalam 
Upaya 

Mendungk
ung 

Pengemban
gan 

Ekonomi 

Masyarakat 

6.

1 

Meningkat

nya 
Kualitas 

Kermanta
pan Jalan 
Wewenang 

Provinisi 

6.1.

1 

Mempert

ahankan 
Kondisi 

Kemanta
pan 
Jalan 

Wewena
ng 

Provinsi 

Melaksa

nakan 
Survei 

kondisi 
jalan 
guna 

mendap
atkan 

nilai 
nyata 

tingkat 
kondisi 

jalan 

Melaksa

nakan 
Survei 

kondisi 
jalan 
guna 

mendap
atkan 

nilai 
nyata 

tinggkat 
kondisi 

jalan 

Melaks

anakan 
Survei 

kondisi 
jalan 
guna 

mendap
atkan 

nilai 
nyata 

tinggkat 
kondisi 

jalan 

      Melaksa

nakan 
Rekonst

ruksi 
Jalan 

yang 
dalam 
Kondisi 

Rusak 
agar 

Bagian 
Jalan 

Tersebu
t 
Mempu

nyai 
Kondisi 

Mantap 
Kembali 

sesuai 
dengan 
Umur 

Rencana 
yang 

Melaksa

nakan 
Rekonst

ruksi 
Jalan 

yang 
dalam 
Kondisi 

Rusak 
agar 

Bagian 
Jalan 

Tersebut 
Mempun
yai 

Kondisi 
Mantap 

Kembali 
sesuai 

dengan 
Umur 
Rencana 

yang 
Ditetapk

an 

Melaks

anakan 
Rekonst

ruksi 
Jalan 

yang 
dalam 
Kondisi 

Rusak 
agar 

Bagian 
Jalan 

Tersebu
t 
Mempu

nyai 
Kondisi 

Mantap 
Kembali 

sesuai 
dengan 
Umur 

Rencan
a yang 
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Ditetapk

an 

Ditetap

kan 

      Rehabili

tasi 
jalan 
Provinsi 

melalui 
Dana 

DAU, 
DAK, 

Hibah 
serta 
Pinjama

n 

Daerah 

Rehabili

tasi 
jalan 
Provinsi 

melalui 
dana 

DAU, 
DAK, 

Hibah 
serta 
pinjama

n 

daerah 

Rehabili

tasi 
jalan 
Provinsi 

melalui 
dana 

DAU, 
DAK, 

Hibah 
serta 
pinjama

n 

daerah 

      Melaksa

nakan 
Pemelih
araan 

Jalan 
secara 

Berkela
njutan 

guna 
Memper
panjang 

Umur 
Layan 

Jalan 

Melaksa

nakan 
pemelih
araan 

Jalan 
secara 

berkelan
jutan 

guna 
memper
panjang 

umur 
pakai 

jalan 

Melaks

anakan 
pemelih
araan 

Jalan 
secara 

berkela
njutan 

guna 
memper
panjang 

umur 
pakai 

jalan 
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      Melaksa

nakan 
Penggan

tian 
Jembata
n yang 

dalam 
Kondisi 

Rusak 
atau 

yang 
telah 
Mencap

ai Umur 
Layan 

agar 
Jembata

n 
Tersebu
t dapat 

berfung
si 

dengan 
Umur 

Layan 
yang 

ditarget
kan 

kembali. 

Melaksa

nakan 
Penggan

tian 
Jembata
n yang 

dalam 
Kondisi 

Rusak 
atau 

yang 
telah 
Mencap

ai Umur 
Layan 

agar 
Jembata

n 
Tersebut 
dapat 

berfungs
i dengan 

Umur 
Layan 

yang 
ditarget

kan 

kembali. 

Melaks

anakan 
Pengga

ntian 
Jembat
an yang 

dalam 
Kondisi 

Rusak 
atau 

yang 
telah 
Mencap

ai 
Umur 

Layan 
agar 

Jembat
an 
Tersebu

t dapat 
berfung

si 
dengan 

Umur 
Layan 

yang 
ditarget
kan 

kembali

. 

      Melaksa

nakan 
Rehabili
tasi 

pada 
Bagian 

Jembata
n agar 

Melaksa

nakan 

Rehabili

tasi 

pada 

Melaks

anakan 

Rehabili

tasi 

pada 
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Dapat 
Berfung

si 
dengan 

baik 

Bagian 

Jembata

n agar 

Dapat 

Berfung

si 

dengan 

baik 

Bagian 

Jembat

an agar 

Dapat 

Berfung

si 

dengan 

baik 

7. Meningkatk

an Kualitas  
Pembangun

an 
Infrastuktu

r untuk 
mempercep
at 

Pengemban
gan 

Ekonomi 

7.

1 

Meningkat

nya 
Kualitas 

Tenaga 
Kerja 

Konstruks

i 

7.1.

1 

Penyelen

ggaraan 
Pelatiha

n 
Tenaga 

Ahli 
Konstru

ksi 

Melaksa

nakan 
Pelatiha

n 
Tenaga 

Ahli 
Konstru

ksi 

  

      Melakuk
an 

Pembina
an 
untuk 

Penyiap
an/Pem

buatan 
NSPK 

Kebijaka
n 
Khusus 

Penyele
nggaraa

n Jasa 
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Konstru
ksi 

sesuai 
Peratura

n 
Perunda
ng-

Undang

an 

8. Meningkatk

an 
ketersediaa
n 

infrastrukt
ur 

pelayanan 
dasar 

Bidang 
Pekerjaan 
Umum dan 

Perumahan 
Rakyat 

dengan 
memperhat

ikan Aspek 

Tata Ruang 

8.

1 

Meningkat

nya 
Kualitas 
Tata 

Ruang 

Daerah 

8.1.

1 

Peningk

atan 
Cakupa
n 

wilayah 
provinsi 

dan 
Kabupat

en/Kota 
yang 
telah 

memiliki 
Perda 

RUTR 

Pendam

pingan 
Legalisa
si 

Rencana 
Tata 

Ruang 
Kabupat

en/Kota 

Pendam

pingan 
Legalisa
si 

Rencana 
Tata 

Ruang 
Kabupat

en/Kota 

Pendam

pingan 
Legalisa
si 

Rencan
a Tata 

Ruang 
Kabupa

ten/Kot

a 

    8.1.

2 

Peningk
atan 

Kesesuai
an 

Program 
Pemanfa

atan 

Ruang 

Melaksa
nakan 

Fasilitas
i 

Keterpa
duan 

Program 
Pemanfa
atan 

Ruang 

Melaksa
nakan 

Fasilitas
i 

Keterpa
duan 

Program 
Pemanfa
atan 

Ruang 

Melaks
anakan 

Fasilita
si 

Keterpa
duan 

Progra
m 
Pemanf

aatan 

Ruang 
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      Melaksa

nakan 
Sosialis

asi 
Peratura
n 

Daerah 
RUTR 

Provinsi 

Melaksa

nakan 
Sosialisa

si 
Peratura
n 

Daerah 
RUTR 

Provinsi 

Melaks

anakan 
Sosialis

asi 
Peratur
an 

Daerah 
RUTR 

Provinsi 

      Pengawa
san 

teknis 
penyele
nggaraa

n 
penataa

n ruang 
dan 

Rapat 
Tim 
Koordin

asi 
Penataa

n Ruang 
Daerah 

Provinsi 

NTT 

Pengawa
san 

teknis 
penyelen
ggaraan 

penataa
n ruang 

dan 
Rapat 

Tim 
Koordin
asi 

Penataa
n Ruang 

Daerah 
Provinsi 

NTT 

Pengaw
asan 

teknis 
penyele
nggaraa

n 
penataa

n ruang 
dan 

Rapat 
Tim 
Koordin

asi 
Penataa

n 
Ruang 

Daerah 
Provinsi 

NTT 

9. Mewujudka

n 
Permukima

n yang 
layak Huni 

bagi warga 
yang 
terkena 

relokasi 
rumah 

9.

1 

Tersediany

a rumah 
layak bagi 

warga 
yang 

terkena 
relokasi 
rumah 

program 
pemerinta

9.1.

1 

Peningk

atan 
ketersed

iaan 
rumah 

layak 
huni 
bagi 

warga 
yang 

Meningk

atkan 
ketersed

iaan 
rumah 

layak 
huni 
melalui 

kegiatan 
identifik

Meningk

atkan 
ketersed

iaan 
rumah 

layak 
huni 
melalui 

kegiatan 
identifik

Mening

katkan 
keterse

diaan 
rumah 

layak 
huni 
melalui 

kegiata
n 
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program 

pemerintah 
provinsi 

atau 
terkena 
bencana 

tingkat 

provinsi 

h provinsi  

atau 
terkena 

bencan 

a tingkat 

provinsi 

terkena 

relokasi 
rumah 

program 
pemerint
ah 

provinsi 
atau  

warga 
yang 

terkena 
bencana 
tingkat 

provinsi 

asi dan 

pendata
an 

tingkat 
kerusak
an 

rumah 
bagi 

korban  

bencana 

alam 
atau 
yang 

terkena 
relokasi 

program 
pemerin

tah 
provinsi 
(Pulau 

Rote, 
Pulau 

Sabu, 
Pulau 

Alor, 
Pulau 

Lembata
, Kab. 
Sikka, 

Ende 
dan 

Kab. 
Nagekeo

) 

asi dan 

pendata
an 

tingkat 
kerusak
an 

rumah 
bagi 

korban 
bencana 

alam 
atau 
yang 

terkena 
relokasi 

program 
pemerin

tah 
provinsi 
(Pulau 

Rote, 
Pulau 

Sabu, 
Pulau 

Alor, 
Pulau 

Lembata
, Kab. 
Sikka, 

Ende 
dan 

Kab. 
Nagekeo

) 

identifi

kasi 
dan 

pendata
an 
tingkat 

kerusak
an 

rumah 
bagi 

korban 
bencan
a alam 

atau 
yang 

terkena 
relokasi 

progra
m 
pemerin

tah 
provinsi 

(Pulau 
Rote, 

Pulau 
Sabu, 

Pulau 
Alor, 
Pulau 

Lembat
a, Kab. 

Sikka, 
Ende 

dan 
Kab. 
Nageke

o) 
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10

. 

Menciptaka

n Kawasan 
kewenanga

n Provinsi 
bebas 
Kumuh dan 

rumah 
tangga 

yang 
memiliki 

sanitasi 

layak 

1

0.

1 

Menurunn

ya tingkat 
kekumuha

n kawasan 
kewenang
an 

Provinsi 
dan 

rumah 
tangga 

yang 
memiliki 
sanitasi 

layak 

10.

1.1 

Peremaj

aan/Pe
mugaran 

Permuki
man 
Kumuh 

dengan 
Luas 10 

(Sepuluh
) Ha 

sampai 
dengan 
di 

Bawah 
15 (Lima 

Belas) 

Ha 

Peremaj

aan/ 

Pemuga

ran 
Permuki
man 

Kumuh 
dengan 

Luas 10 
(Sepulu

h) Ha 
sampai 
dengan 

di 
Bawah 

15 (Lima 
Belas) 

Ha 
(Pulau 
Rote, 

Pulau 
Sabu, 

Pulau 
Alor, 

Pulau 
Lembata

, Kab. 
Sikka, 
Ende 

dan 
Kab. 

Nagekeo

) 

Peremaj

aan/ 

Pemugar

an 
Permuki
man 

Kumuh 
dengan 

Luas 10 
(Sepulu

h) Ha 
sampai 
dengan 

di 
Bawah 

15 (Lima 
Belas) 

Ha (Kab. 
Ngada, 
Manggar

ai 
Timur, 

Manggar
ai, 

Manggar
ai Barat 

dan 
Daratan 

Sumba) 

Peremaj

aan/ 

Pemuga

ran 
Permuk
iman 

Kumuh 
dengan 

Luas 10 
(Sepulu

h) Ha 
sampai 
dengan 

di 
Bawah 

15 
(Lima 

Belas) 
Ha 
(Kepula

uan 
Flotim 

dan 
Darata

n 

Timor) 
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11

. 

Menciptaka

n 
Lingkungan 

yang 
memiliki 
sanitasi 

layak 

1

1.

1 

Meningkat

nya 
rumah 

tangga 
yang 
memiliki 

sanitasi 

layak 

11.

1.1 

Penyedia

an 
sanitasi 

layak 
bagi 
warga 

kawasan 
permuki

man 
daerah 

provinsi 

Penanga

nan/ 
Pemban

gunan/ 
Rehabili
tasi 

sanitasi 
layak 

bagi 
warga 

kawasa
n 
permuki

man 
daerah 

provinsi 
(Pulau 

Rote, 
Pulau 
Sabu, 

Pulau 
Alor, 

Pulau 
Lembata

, Kab. 
Sikka, 

Ende 
dan 
Kab. 

Nagekeo

) 

Penanga

nan/ 
Pemban

gunan/ 
Rehabili
tasi 

sanitasi 
layak 

bagi 
warga 

kawasan 
permuki
man 

daerah 
provinsi 

(Kab. 
Ngada, 

Manggar
ai 
Timur, 

Manggar
ai, 

Manggar
ai Barat 

dan 
Daratan 

Sumba) 

Penang

anan/ 
Pemban

gunan/ 
Rehabili
tasi 

sanitasi 
layak 

bagi 
warga 

kawasa
n 
permuk

iman 
daerah 

provinsi 
(Kepula

uan 
Flotim 
dan 

Darata
n 

Timor) 

    11.

1.2 

Review/

Legalisa
si 
Kebijaka

n Bidang 

PKP 

Review/

Legalisa
si 
Kebijaka

n 
Bidang 

PKP 

Review/

Legalisa
si 
Kebijaka

n 
Bidang 

PKP 

Review/

Legalisa
si 
Kebijak

an 
Bidang 

PKP 
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2.5 Program Tahun 2025 

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran trategis pada 

tahun 2025, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2. 

Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2025 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR PROGRAM 

Meningkatnya ketersediaan 

Air Baku dalam menunjang 

ketahanan pangan 

Jumlah ketersediaan air 

baku dalam menunjang 

ketahanan pangan Program Pengelolaan 

Sumber Daya Air (Sda) 
Meningkatnya Pelayanan 

terhadap 

Luas Areal Irigasi 

Fungsional 
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kebutuhan air irigasi dan 

Meningkatkan produksi 

panen 

Meningkatnya lingkungan 

yang di dukung Prasarana, 

Sarana dan Utilitas (PSU)  

Persentase  Lingkungan 

yang didukung Prasarana , 

Sarana dan Utilitas (PSU)  

Program Peningkatan 

Prasarana Sarana dan 

Utilitas Umum (PSU) 

Meningkatkan pemenuhan 

kebutuhan dasar 

masyarakat terhadap air 

minum layak 

Persentase Cakupan 

Layanan Air Minum Lintas 

Kab/Kota 

Program Pengelolaan Dan 

Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum 

Meningkatnya Kualitas 

Kemantapan Jalan 

Kewenangan Provinsi 

Presentase Kemantapan 

Jalan Kewenangan Provinsi 

Program Penyelenggaraan 

Jalan 

 

Meningkatnya Kualitas Tata 

Ruang Daerah 

 

Cakupan Wilayah Provinsi 

dan Kabupaten/Kota yang 

telah memiliki PERDA 

RUTR dan RDTR 

Program Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 

 

 

 

2.6 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025 

 

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan 

kinerja/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target 

kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. 

Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, 

beserta target kinerja dan anggaran. 

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama tersebut diatas, maka ditetapkan Target 

Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Gubernur Nusa Tenggara 
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Timur tahun 2025 sebagaimana terlihat pada tabel berikut di bawah ini: 
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2.7 Rencana Anggaran 

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Provinsi   Nusa   Tenggara   Timur   melaksanakan   kegiatan   dengan   

anggaran   sebesar Rp. 193.368.808.591,- dengan rincian Belanja Operasi 

sebesar Rp. 85.356.028.827,- dan    Belanja Modal sebesar Rp. 

108.021.779.764,-. 

Jumlah anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 

Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 tergambar dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 2.3 

REALISASI BELANJA MODAL 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA 

TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025 

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 

PRESEN 

TASE 

 (%) 

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH  

PROVINSI 

3.885.514.974 2.966.098.869 99.28 

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER 

DAYA AIR (SDA) 
820.756.983 773.604.299 45,03 

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

PENYEDIAAN AIR MINUM  

2.004.236.317 1.918.847.200 95,73 

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN 

JALAN 
101.184.140.570 94.871.459.040 93,76 

5. PROGRAM PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN 
37.753.000 37.684.500 99,81 

6. PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PENATAAN RUANG 
50.614.480 50.505.000 99,78 

7. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 29.863.440 29.858.445 99,98% 

TOTAL 08.012.879.764,00 100.648.057.353,00 93,18% 
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  BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan yang telah 

diamantkan para pemangku kepentingan yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara 

target dan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Capaian 

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur 

didapatkan dengan membandingkan antara target yang akan dicapai dengan realisasi sesuai 

dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dan 

diikuti dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Gubernur Nusa Tenggara Timur.  

Urgensi pengukuran kinerja ini jelas tertuang dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 yang 

menegaskan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan 

melalui alat pertanggungwaban secara periodic dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah.  

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target dari setiap indikator 

sasaran dan realisasi yang dicapai oleh indikator kinerja, sehingga diketahui selisih 

kinerjanya. Berdasarkan selisih kinerja tersebut, dilakukan evaluasi guna mendapatkan 

strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Dalam proses 

pengukuran kinerja diperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, 

efesiensi dan efektivitas. Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tahun 2025, hasil ukuran kinerja yang dapat terukur 

terhadap 16 Indikator dalam 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  

dan 24 Kegiatan dengan sumber dana DAU, PKB, PAD, DBH dan SILPA. Meski demikian 

semua Indikator yang belum bisa tercapai oleh karena minimnya anggaran sehingga belum 

maksimal memenuhi target yang ditetapkan di Tahun 2025. 

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Laporan 

Akuntabilitas Kinerja (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa 
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Tenggara Timur disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari Perjanjian 

Kinerja tahun 2025 yang diturunkan dari rencana kinerja tahunan dan perencanaan 

strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara 

Timur Tahun 2024-2026.  

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI  

Kerangka Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka 

mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai 

dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja 

dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai 

keberhasilan atau ketidakberhasilan capaian kinerja. Adapun skala pengukuran kinerja 

tersebut dengan rumus sebagai berikut : 

Tabel III.1 

Pengukuran Skala Ordinal 

No. Interval Nilai Realisasi 

Kinerja 

Kriteria Penilaian 

Realisasi Kinerja 

Kode 

1. 85 % ≤ X Sangat Berhasil Hijau Tua 

2. 70 % ≤ X < 85 % Berhasil Hijau Muda 

3. 55 % ≤ X < 70 % Cukup Berhasil Kuning Tua 

4. X ≤ 55 % Belum Berhasil Merah 

 

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI  

Kinerja pada dasarnya dapat digambarkan sebagai hasil kerja baik secara kualitas 

maupun kuantitas yang dapat dicapai oleh satu organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya 

yang antara lain dijabarkan dalam bentuk perjanjian kinerja organisasi.     

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku, setiap 

organisasi birokrasi atau perangkat daerah wajib untuk menyampaikan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan program / 
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kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas.   Sejalan dengan hal ini maka 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum ini disusun dan disajikan untuk 

memberikan gambaran ringkas tentang capaian Perjanjian Kinerja tahun 2025 sesuai 

program kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tahun 

Anggaran 2025.   Sebagai instrumen verifikasi akan dilakukan analisis program/kegiatan 

yang menunjang capaian kinerja tahun 2025 sebagai pengukuran gambaran target kinerja 

dan realisasi kinerja berdasarkan Indikator Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dan 

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas. 

 

3.2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 

Untuk mengukur capaian indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2025 masih 

mengikuti Target RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yang berkaitan dengan tugas pokok 

dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur 

dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan penetapan target kinerja sesuai 

indikator kinerja dalam menjawab semua kebutuhan masyarakat bidang infrastruktur dan 

tertuang dalam Rencana Strategis Dinas yang digambarkan dalam tabel berikut  : 

 

Tabel III.2 

Sasaran Strategis dan Indikator Capaian Kinerja Tahun 2025 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDOKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

REALISASI 

PELAKSANAAN 2025 

TARGET REALISASI 

  

1 2 3 4 5 6 

1. Meningkatnya 
ketersediaan Air 
Baku dalam 
menunjang 
ketahanan pangan 

Jumlah 
ketersediaan air 
baku dalam 
menunjang 
ketahanan 
pangan 

M3 625,720   76.608             
 

2. Meningkatnya 
pelayanan terhadap 
kebutuhan air irigasi 
dan meningkatkan 
produksi panen 

Luas Areal Irigasi 
Fungsional 

Ha 2000 56.95  
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Selanjutnya akumulasi capaian indikator kinerja secara keseluruhan dapat dijelaskan 

berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2025.   

 

3.2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI 

Secara umum untuk Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pembangunan infrastruktur telah 

menetapkan target kinerja penyelengaraan Jangka Menengah yang sesuai indikator kinerja 

RPD Provinsi NTT dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Provinsi NTT dalam menjawab semua kebutuhan masyarakat bidang infrastruktur terhadap 

Indikator Kinerja Kunci yang digambarkan di tabel berikut  : 

 

 

 

 

3. Meningkatnya 
Kualitas 
Kemantapan Jalan 
Kewenangan 
Provinsi 

Presentase 
Kemantapan 
Jalan 
Kewenangan 
Provinsi 
 

% 86,86 69.73 
 

 

4. Meningkatnya 
lingkungan yang di 
dukung Prasarana, 
Sarana dan Utilitas 
(PSU)  
 

Persentase  
Lingkungan yang 
didukung 
Prasarana , 
Sarana dan 
Utilitas (PSU)  
 

% 
 

18,18  
(1 ) 

Lokasi/Ling 

100 
(2 ) 

Lokasi/Ling 

 

5. Meningkatnya 
pemenuhan 
kebutuhan dasar 
masyarakat 
terhadap air minum 
layak 

Persentase 
Cakupan 
Layanan Air 
Minum Lintas 
Kab/ Kota 

% 100 73,90 

 

6, Terwujudnya 
Perumusan dan 
Pelaksanaan 
Kebijakan Bidang 
Penataaan Ruang 

Peningkatan 
Presentase 
wilayah provinsi 
dan Kab/Kota 
yang telah 
memiliki Perda 
RUTR dan RDTR 

% 86,96 60,87 
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Tabel III.3 

Indikator Capaian Kinerja Kunci Tahun 2025 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDOKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

REALISASI 

PELAKSANAAN 2025 

TARGET REALISASI 

  

1 2 3 4 5 6 

1. Meningkatnya 
ketersediaan Air 
Baku dalam 
menunjang 
ketahanan pangan 

Jumlah 
ketersediaan air 
baku dalam 
menunjang 
ketahanan 
pangan 

M3 625,720   76.608             
 

2. Meningkatnya 
pelayanan terhadap 
kebutuhan air irigasi 
dan meningkatkan 
produksi panen 

Luas Areal Irigasi 
Fungsional 

Ha 2000 56.95  

3. Meningkatnya 
Kualitas 
Kemantapan Jalan 
Kewenangan 
Provinsi 

Presentase 
Kemantapan 
Jalan 
Kewenangan 
Provinsi 
 

% 86,86 69.73 
 

 

4. Meningkatnya 
lingkungan yang di 
dukung Prasarana, 
Sarana dan Utilitas 
(PSU)  
 

Persentase  
Lingkungan yang 
didukung 
Prasarana , 
Sarana dan 
Utilitas (PSU)  
 

% 
 

18,18  
(1 ) 

Lokasi/Ling 

100 
(2 ) 

Lokasi/Ling 
 

5. Meningkatnya 
pemenuhan 
kebutuhan dasar 
masyarakat 
terhadap air minum 
layak 

Persentase 
Cakupan 
Layanan Air 
Minum Lintas 
Kab/ Kota 

% 100 73,90 

 

6, Terwujudnya 
Perumusan dan 
Pelaksanaan 
Kebijakan Bidang 
Penataaan Ruang 

Peningkatan 
Presentase 
wilayah provinsi 
dan Kab/Kota 
yang telah 
memiliki Perda 
RUTR dan RDTR 

% 86,96 60,87 
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Selanjutnya akumulasi capaian indikator kinerja secara keseluruhan dapat dijelaskan 

berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun anggaran 2025.   

 

3.3 ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA ORGANISASI 

 

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Provinsi NTT Tahun 2025 , Rencana Startegis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Provinsi NTT dan Indikator Kinerja Kunci, setidaknya terdapat 6 sasaran strategis yang 

wujud pelaksanaannya dalam 6 indikator kinerja  di Tahun 2025  yaitu : 

 

SASARAN STRATEGIS 1 

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja “Meningkatnya ketersediaan Air 

Baku dalam menunjang ketahanan pangan” yang telah ditetapkan dalam Perjanjian 

Kinerja, sebagaimana tabel III.4 : 

Tabel III.4 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 

No Indikator Satuan 

Capaian 
s/d 

Tahun 
2025 

Tahun 2025 

Target 
RENSTRA 

Capaian 
s/d 2025 
terhadap 

Target 
Akhir 

RENSTRA 

Target Realisasi Capaian 

1 Jumlah 
ketersediaan 
air baku dalam 
menunjang 
ketahanan 
pangan 

M3 10. 686. 
596. M3 

 

625.720 
M3 

76.608  
M3  

(12,25%) 
 

10.763. 
204 M3 

(91,08 %) 

625.720  
M3 

10.763. 
204 M3 
(11.817, 

260) 
91,08 % 

 

Realisasi pencapaian Sasaran 1 : “Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang 

ketahanan pangan” dengan ukuran indikator : 

 

1) Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan adalah sbb: 

Indikator Jumlah Ketersediaan Air Baku dalam Menunjang Ketahanan Pangan pada 

tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 625.720 m³.  
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Data kondisi kinerja sesuai ukuran target kinerja RPD Tahun 2024 - 2026 terkait Jumlah 

ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan sesuai data kondisi baseline 

2022 adalah 10.438.220 m³. Pada Tahun 2023 Jumlah ketersediaan Air Baku yang dapat 

menunjang ketahanan Pangan hanya dapat tercapai 175.800 m³ dan di Tahun 2024 hanya 

dapat mencapai 72.576 m³. Sehingga Jumlah ketersediaan Air Baku dalam menunjang 

ketahanan pangan sampai dengan Tahun 2024 sudah mencapai 10.686.596 m³. 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 , target yang ditentukan sebanyak 

625,720 m³ dan realisasi ketersediaan air baku yang berhasil disediakan sebesar 76.608 

m³, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai sekitar 10.763. 204 m³ atau 91,08 % . 

Capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja hampir mencapai kondisi kinerja 

pada kahir tahun RPD direncanakan dalam RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Meskipun 

demikian, realisasi ketersediaan air baku yang telah dicapai tetap memberikan kontribusi 

nyata dalam mendukung kebutuhan air untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan, 

khususnya pada wilayah prioritas. Capaian ini menjadi dasar penting untuk penguatan 

perencanaan dan penajaman sasaran kegiatan penyediaan air baku pada periode 

berikutnya. 

Perhitungan Debit Sumur Bor :  

➢ Asumsi Debit Sumur Bor = 4,2 m3 / jam 

➢ Total jam operasi per hari = 8 jam; Total Debit per hari = 8 jam x 4,2 m3 = 33,6 m3 / hari  

➢ Debit per bulan = 33,6 m3 x 30 hari = 1.008 m3 / bulan 

➢ Debit setahun dihitung maskimal pada bulan basah (musim hujan) yaitu 4 bulan = 4 x 

1.008 m3 = 4.032 m3 / tahun 

Di Tahun 2025 terdapat penaganan pembangunan sumur bor sebanyak 14 Unit 

dengan sumber anggaran murni dan 5 Unit merupakan luncuran Tahun 2024 dan 3 Unit 

dengan sumber anggaran pada perubahan anggaran sehingga total target terbangun 22 Unit 

Sumur Bor atau 22 x 4.032 m³ =  88.704 m³. Akan tetapi terdapat 3 bangunan sumur bor 

tidak selesai dikerjakan dan sebagai paket luncuran tahun 2026, sehingga total keseluruhan 

bangunan air baku yang dapat mendukung ketersediaan air baku dalam menunjang 

ketahanan pangan pada tahun 2025 adalah sebanyak 19 Unit Sumur Bor sehingga totalnya 

19 x 4.032 m3 =  76.608 m³.  

Dengan demikian Capaian kinerja Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan 

pangan sampai dengan Tahun 2025 adalah Data kondisi Tahun 2022 (10.428.220 m³) + 
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Realisasi Tahun 2023 ( 175.800 m³) + Realisasi Tahun 2024 (72.576 m³) + Realisasi Tahun 

2025 ( 76.608 m³) = 10.763.204 m³ atau 91,08% 

Sehingga di akhir Renstra Dinas PUPR Prov.NTT  perhitungan akhir Tahun 2026 sebesar 100%  

sebanyak 11.817,260 m³ maka sudah mencapai 91,08% (10.763.204 m³). Terdapat selisih  

8,92 % yang masih harus mendapatan penanganan untuk mencapai 100 %. 

Formula Pengukuran indikator ini adalah Jumlah Volume Air dari Bangunan Penyedia Air 

Baku yang di bangun. 

 

Kendala pencapaian realisasi adalah : 

- Belum tercapainya target kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

keterbatasan sumber air baku yang dapat dimanfaatkan secara optimal,  

- kondisi hidrologis wilayah yang dipengaruhi oleh variabilitas curah hujan, serta kendala 

teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan optimalisasi infrastruktur penyediaan air 

baku.  

- Selain itu, keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan juga berdampak pada 

belum optimalnya volume air baku yang dapat direalisasikan sesuai dengan rencana awal. 

Sebagai solusi kondisi ini diharapkan : 

- Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Air Yang Ada,  

- Percepatan Penyelesaian Kegiatan Infrastruktur Air Baku,  

- Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor, serta penyesuaian target yang lebih realistis 

berdasarkan kondisi eksisting dan daya dukung wilayah.  

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan capaian ketersediaan air baku secara 

bertahap dan berkelanjutan dalam rangka menunjang ketahanan pangan daerah. 

 Intervensi kegiatan untuk menjawab capaian indikator Jumlah ketersediaan air baku 

dalam menunjang ketahanan pangan, telah dilaksanakan melalui Program Pengelolaan 

Sumber Daya Air, antara lain: 

1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota 

a. Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 

✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang 

(luncuran 2025) 

✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. TTU (luncuran 2025) 
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✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi A di Kab. Alor 

(luncuran 2025) 

✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya 

(luncuran 2025) 

✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai 

Barat (luncuran 2025) 

✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang  

✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi A di Kab. Alor 

✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi B di Kab. Alor 

✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Kupang  

✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi A di Kab. Ende 

✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi B di Kab. Ende 

✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di  Kab. Sumba Barat 

✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi A di Kab. Sumba 

Barat Daya 

✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi B di Kab. Sumba 

Barat Daya 

✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Flores Timur 

✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Malaka 

✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Belu 

✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Rote Ndao 

✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi B di Kab. Kupang 

✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Nagekeo (Luncuran 

2026) 

✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur 

(Luncuran 2026) 

✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kota Kupang 

(Luncuran 2026) 

 

SASARAN STRATEGIS 2 

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan 

terhadap Kebutuhan Air Irigasi dan Meningkatkan Produksi Panen ,  yang telah ditetapkan 

dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana Tabel III. 5 
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Tabel III.5 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 

No Indikator Satuan 

Capaian 
s/d  

Tahun 
2024 

Tahun 2025 

Target 
RENSTRA 

Capaian 
s/d 2025 
terhadap 

Target 
Akhir 

RENSTRA 

Target Realisasi Capaian 

1 Luas Areal 
Irigasi 
Fungsional 

Ha 36.060,87 
 Ha                  

59,77 %  
Terhadap 

luas 
kewenang

an 
provinsi 

60.328 Ha  

2.000 
 Ha 

56,95 
Ha 

(2,85 %) 

     36.117,82  

 Ha  
(59,87 %)   

2.000 
 Ha 

36.117,82 
 Ha                 

(87,56 %)  
Terhadap 
41.246,21 

Ha  
 

 

Realisasi pencapaian Sasaran 2 : “Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang 

ketahanan pangan” dengan ukuran indikator out put adalah Luas Areal Irigasi Fungsional.  

Tahun 2024 Target Penanganan Luas Areal Irigasi Fungsional sebanyak 1000 Ha, dan 

Realisasi Penanganannya sebanyak 913,40 Ha pada 1 (satu) Daerah Irigasi (D.I.) di 

Kabupaten Ngada.  Dengan demikian Capaian Luas Areal Irigasi Fungsional yang sudah 

mendapat penangangan sampai dengan Tahun 2024 adalah 36.060,87 Ha atau 59,77 % 

terhadap target Luas Kewenangan Provinsi 60.328 Ha dan atau 87, 43 % terhadap target 

akhir capaian Renstra Tahun 2024 – 2026 adalah 41.246,21 Ha.   

Di Tahun 2025  Luas Areal Irigasi Fungsional target penanganan 2000 Ha dan 

Realisasi Penanganannya luas 56,95 Ha, sehingga capaian Luas Areal Irigasi Fungsional yang 

sudah mendapat penangangan sampai dengan Tahun 2025 adalah 36.117,82 Ha atau 59,87 

% terhadap target Luas Kewenangan Provinsi 60.328 Ha dan  terhadap target akhir capaian 

Renstra Tahun 2024 – 2026 adalah 41.246,21 Ha atau 87, 56 %.  .  Capaian tersebut 

menunjukkan bahwa indikator kinerja belum tercapai secara signifikan dibandingkan 

dengan target yang direncanakan. 

Rendahnya capaian kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan 

anggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan fisik irigasi, serta kondisi jaringan irigasi 

eksisting yang memerlukan penanganan teknis lebih kompleks dari perencanaan awal. 
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Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi cuaca, ketersediaan material, serta proses 

koordinasi lintas kewenangan turut mempengaruhi percepatan pencapaian target luas areal 

irigasi fungsional. 

Sebagai tindak lanjut, upaya perbaikan kinerja akan difokuskan pada penajaman 

perencanaan teknis, penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas kewenangan, serta 

penyesuaian target yang lebih realistis dengan mempertimbangkan kapasitas anggaran dan 

kondisi lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan luas areal irigasi 

fungsional secara bertahap dan berkelanjutan. 

Formula Pengukuran indikator ini adalah Luas areal irigasi fungsional yang mendapat 

penanganan di Tahun n 

 

Permasalahan yang dihadapi adalah : 

1) Keterbatasan anggaran. 

2) Kondisi jaringan irigasi eksisting yang memerlukan penanganan teknis lebih kompleks 

dari perencanaan awal 

3) Faktor eksternal seperti kondisi cuaca, ketersediaan material, serta proses koordinasi 

lintas kewenangan turut mempengaruhi percepatan pencapaian target luas areal irigasi 

fungsional. 

4) Adanya eksploitasi air untuk kebutuhan diluar lahan pertanian. 

5) Minimnya Biaya Pemeliharaan Daerah Irigasi. 

 

Solusi yang dilakukan : 

1) Dukungan anggaran yang memadai baik dapat memberi dampak terhadap pemanfaatan 

Daerah Irigasi. 

2) Pengawasan dalam Pengelolaan aliran air serta drainase yang efisien, sehingga tingkat 

kerusakan pada saluran irigasi dapat diminimalisir. 

3) Perlu adanya penertiban dan pengawasan terhadap sistem-sistem irigasi sehingga dapat 

terpenuhi ketersediaan air dalam aliri lahan pertanian. 

Intervensi kegiatan untuk menjawab capaian indikator Cakupan Luar Areal Fungsional  telah 

dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air, antara lain: 

 

1) Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada 
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Daerah Irigasi yang luasnya 1000 Ha – 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota 

a) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan : 

✓ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwurweton (1.000 Ha) di Kab. Ngada (Paket 

Luncuran DAU-SG TA 2024) 

 

SASARAN STRATEGIS 3 

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 3 : “Meningkatnya Kualitas Jalan 

Kewenangan Provinsi”,  yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana Tabel 

III. 6 

Tabel III.6 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 

No Indikator Satuan 
Capaian 
Tahun 
2024 

Tahun 2025 

Target 
RENSTRA 

Capaian 
s/d 2025 
terhadap 

Target 
Akhir 

RENSTRA 

Target Realisasi Capaian 

1 Presentase 
Kemantapan Jalan 
Kewenangan 
Provinsi 
 

%    67,98 % 
1.827,07 

(terhadap
2.687,31 
KM Jln. 
Prov)   

 

86,86 % 
2.334,20 

KM 
 

69,73 % 
1.873,861 

KM 

69,73 % 
1.873,861 

KM  

86,86 % 
2.334,20 

KM 
 

80,28 % 
1.873,89 

KM 
(2.334,20) 

KM 
 

 

Realisasi pencapaian Sasaran 3 : “Meningkatnya Kualitas Jalan Kewenangan Provinsi” dengan 

ukuran indikator Presentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi adalah sbb: 

 

 Persentase Jalan Mantap adalah angka/ukuran yang menunjukkan perbandingan 

antara panjang jalan mantap provinsi dengan panjang jalan provinsi secara keseluruhan 

dalam satuan persen. Jalan mantap adalah jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai 

umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Panjang jalan 

provinsi dengan kondisi mantap, yaitu gabungan antara panjang jalan provinsi dengan 

kondisi baik dan panjang jalan provinsi dengan kondisi sedang. Ukuran Indikator ini 

terlaksana dalam Program Penyelenggaraan Jalan dengan penanganan ruas jalan kewenangan 
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provinsi adalah sbb: 

Berdasarkan hasil survey Kondisi mantap Jalan Provinsi sampai dengan Tahun 2024 adalah 

1.827,07 KM atau telah mencapai 67,98 %.  Untuk mendapat Data kondisi jalan mantap maka 

perlu  dilakukan survey kondisi jalan di sepanjang ruas jalan kewenangan provinsi.  

Untuk mengukur Indikator Persentase Kemantapan Jalan Provinsi di tahun 2025 

ditetapkan target sebesar 86,86% atau sama dengan panjang jalan sebesar 2.334,20 KM. 

Realisasinya  sepanjang 46,92 KM yang terdiri dari jenis pekerjaaan Rekonstruksi dan 

Rehabilitasi. Selain pekerjaan Rekonstruksi dan Rehabilitasi yang dilakukan ada juga 

penanganan dengan pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi baik jalan 

sepanjang 58,35 KM. 

Gambaran kondisi jalan mantap selain berdasarkan realisasi penanganan yang sudah dilakukan 

tetapi juga berdasarkan data riil hasil survei kondisi jalan mantap yang dilakukan setiap tahunnya, 

oleh karena setiap  tahun dapat terjadi pengurangan kondisi (degradasi) akibat pemanfaatan jalan. 

Untuk mendukung capaian target tersebut maka Pemerintah sudah berupaya untuk 

melakukan penanganan  terhadap ruas jalan yang masih belum mantap sepanjang 860,24 

KM (hasil survei kondisi jalan mantap tahun 2024), akan tetapi dengan ketersediaan 

anggaran Tahun 2025 maka melalui Program Penyelenggaraan Jalan hanya melakukan 

penanganan dengan dukungan anggaran Dana  Rp. 96,5 M dan belum semua tertangani.  

Berdasarkan hasil survei data kondisi jalan di Tahun 2024 kondisi jalan tidak mantap 

sepanjang 860,24 KM. Di Tahun 2025 telah dilakukan survei data kondisi jalan mantap 

dengan hasil kondisi jalan tidak mantap sepanjang 822,46 KM. Hasil ini merupakan hasil 

survei data kondisi jalan mantap  yang telah dilakukan pada Tahun 2025 dan hasil data 

survei tersebut sudah termasuk penanganan sepanjang 46,92 KM. Sehingga sampai dengan 

Tahun 2025 data kondisi jalan mantap  adalah sepanjang 1.873,861 KM atau 69,73 %. 

Sebagai informasi untuk mendapat data kondisi jalan mantap telah dilakukan kegiatan 

survey kondisi jalan mantap yang mana penetapan data kondisinya masih melakukan 

koordinasi penilaian pengukuruan kondisi dengan Satker Balai Jalan Nasional Wilayah II 

Provinsi NTT, sehingga data yang di tampilkan adalah data perhitungan sementara dengan 

mengukur capaian kondisi jalan mantap di tahun 2024 di tambah dengan penanganan yang 

dilakukan di Tahun 2025.  

Formula Pengukuran indikator ini adalah Jumlah Jalan Mantap yang dikerjakan setiap tahun 

(dibagi) Total Panjang jalan Provinsi yang harus dimantapkan di kali 100%. 
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   Adapun beberapa kendala yang menyebabkan belum tercapainya target 100% mantap 

jalan antara lain disebabkan karena : 

 

1) Ada Paket – paket fisik yang pelaksanaan pekerjaanya mengalami keterlambatan 

sehingga menjadi paket luncuran di tahun 2026 

2) Adanya paket pekerjaan yang baru dianggarkan pada periode anggaran perubahan 

sehingga pelaksanaan lelang paket pekerjaan mengami keterlambatan untuk proses 

pelaksanaannya 

3) Kondisi cuaca yang kurang menentu sehingga mempengaruhi progres pekerjaan di 

lapangan. 

4) Terdapat ruas -ruas jalan provinsi pada umumnya berada pada daerah – daerah yang 

tingkat curah hujannya tinggi sehingga pelaksanaan tender harus di mulai pada awal 

tahun ( Bulan Januari ) 

Solusi yang di lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada antara lain : 

1) Apabila adanya paket -paket yang pengaanggarannya dilakukan pada periode 

perubahan Anggaran DPPA dapat diusulkan dalam pelaksanaan fisik sebaiknya 

menggunakan multi yeard sehingga tidak terjadi PHK atau luncuran. 

2) Kedepan Pelaksanaan Tender dimulai lebih awal sehingga tidak berpenagruh terhadap 

pekerjaan fisik di lapangan dan tidak memasuki musim penghujan. 

 

Intervensi kegiatan yang dilakukan tahun 2025 untuk menjawab capaian indikator 

Presentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi, melalui Program Penyelenggaraan 

Jalan antara  lain : 

 

1)  Program Penyelenggaraan Jalan 

a) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi 

i) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan (Rekonstruksi Jalan ) :  

1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Baa – Batutua 

2. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Batu Putih – Panite 

3. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Balauring – Wairiang 
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4. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Bealaing – Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada) 

5. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Betun – Motamasin (Bts Negara) 

6. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Hepang – Sikka 

7. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Jl. Yos Sudarso 

8. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kalabahi – Kokar 

9. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kelinting (Bts. Kab. Belu – Wini Sakato 

(Bts Negara) 

10. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Malahar – Praipaha 

11. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oelamasi – Sp. Sulamu 

12. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Panite – Kolbano 

13. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Seba – Ege 

14. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Cumbi - Iteng 

15. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Nggorong – Sp. Terang 

16. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patiala – Wetana (Bts. Kab. Sumba 

Barat Daya) 

17. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patung Sonbai – Bello (Bts. Kab. 

Kupang) 

18. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Polda – Sp. Patung Merpati 

19. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Welaus – Kusa (Bts. Kab. Belu) 

20. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Watatuku (Sp. Mola) – Mataraben 

21. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wologai – Detukeli 

22. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Aeramo – Kaburea (Bts. Kab. Ende) 

23. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Dalam Kota Kupang,Cs 

24. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Labuan Kelambu (Bts. Kab. Manggarai 

Timur) – Riung 

25. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wanibesak – Betun 

 

ii) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan : 

1. Rekonstruksi Ruas Jalan Bondokondi  - Waitabula 

2. Rekonstruksi Ruas Jalan Poma – Bajawa 

3. Rekonstruksi Ruas Jalan Sp. Niki-Niki  - Oinlasi 

4. Rekonstruksi Ruas JalanWaepare – Bola 
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5. Rekonstruksi Ruas JalanWatowiti – Waiklibang 

 

SASARAN STRATEGIS 4 

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya lingkungan 

yang di dukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) ,  yang telah ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja, sebagaimana Tabel III. 7 

 

 Tabel III.7 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 

No Indikator Satuan 

Capaian 
s/d 

Tahun 
2024 

Tahun 2025 

Target 
RENSTRA 

Capaian 
s/d 2025 
terhadap 

Target 
Akhir 

RENSTRA 

Target Realisasi Capaian 

1 Persentase  
Lingkungan yang 
didukung 
Prasarana , 
Sarana dan 
Utilitas (PSU)  
 

% 1 
Lokasi 

18,18% 
 (1 ) Lokasi 

100 % 
(2 ) Lokasi 

100 % 
(2 ) Lokasi 

18,18 % 
(1) Lokasi 

25 %  
(2 ) Lokasi 

 

Total keseluruhan Lingkungan yang didukung PSU sebanyak 22 Lokasi. Yang telah 

mendapat intervensi dan didukung dengan PSU sampai tahun 2022 sebanyak 1 

Lingkung/Lokasi. Berdasarkan ukuran kinerja selama kurang lebih 3 Tahun sejak Tahun 

2024 – 2026  target intervensi penanganannnya adalah 5 Lingkungan permukiman 

berdasarkan target RPD Tahun 2024-2026.  

Indikator Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum (PSU) pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 18,18% (1 lingkungan) 

terhadap kewenangan target 5 Lingkungan. 

Untuk memenuhi Kinerja indikator Presentase Lingkungan yang didukung Prasarana , 

Sarana dan Utilitas (PSU) telah dilakukan intervensi penanganan pada 2 lingkungan antara 

yaitu melalui kegiatan penduku                 ng Pembangunan WC/Sanitasi di Desa Noen Bila 

Kab. TTS sebanyak 25 buah untuk di manfaatkan oleh 25 rumah tangga miskin dan 

Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan 
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Kota Kupang, dengan Realisasi 2 lingkungan atau 100 % terhadap intervensi untuk 5 

Lingkungan. Angka ini mencerminkan fokus pelaksanaan kegiatan pada lingkungan dengan 

tingkat kebutuhan dan urgensi tinggi, sehingga dukungan PSU yang diberikan tetap 

memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan 

pelayanan dasar masyarakat. Pendekatan berbasis prioritas ini memungkinkan 

pemanfaatan sumber daya secara lebih optimal dalam keterbatasan anggaran dan waktu 

pelaksanaan. 

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat memenuhi target secara penuh 

terhadap kewenangan di 22 Lingkungan/Lokasi dipengaruhi oleh dukungan alokasi 

anggaran dan luasnya sebaran lingkungan yang membutuhkan dukungan PSU, serta 

tantangan teknis pelaksanaan di lapangan. Namun demikian, langkah yang sudah dilakukan 

dalam pengendalian dan penyesuaian pelaksanaan telah dilakukan untuk memastikan 

kegiatan tetap berjalan sesuai ketentuan dan memberikan dampak yang terukur. 

Sebagai tindak lanjut, peningkatan kinerja pada periode berikutnya akan diarahkan 

pada penajaman perencanaan berbasis kebutuhan lingkungan, penguatan koordinasi 

dengan pemerintah kabupaten/kota, serta peningkatan dukungan pendanaan dan sinergi 

lintas sektor. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan persentase lingkungan yang 

didukung PSU secara bertahap dan berkelanjutan. 

 

Masalah atau kendala yang di hadapi : 

1. Keterbatasan Anggaran sehingga berpengaruh terhadap luasnya sebaran lingkungan 

yang membutuhkan dukungan PSU. 

2. Tantangan teknis dilapangan apabila intervensi kegiatan kurang mendapat dukungan 

dari masyarakat setempat 

3. Kondisi iklim yang tidak menentu sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas 

pekerjaan dan waktu pelaksanaan 

Solusi yang akan dilakukan : 

1. Dukungan anggaran dan koordinator instansi terkait perlu lebih di lakukan secara 

intensif 

2. Dukungan dari pemerintah setempat dalam memberikan informasi  kepada masyarakat 

terkait sasaran dan manfaat dari kegiatan yang akan dilakukan 

3. Langkah pengendalian dan penyesuaian pelaksanaan telah dilakukan untuk memastikan 

kegiatan tetap berjalan sesuai ketentuan dan memberikan dampak yang terukur. 
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Intervensi kegiatan yang dilakukan tahun 2025 untuk menjawab capaian indikator 

Persentase  Lingkungan yang didukung Prasarana , Sarana dan Utilitas (PSU antara  lain : 

1) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 

a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 

i. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman 

untuk Menunjang Fungsi Permukiman : 

1. Pembangunan WC/Sanitasi di Kab. TTS (PRKP); 

2. Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas  

    Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang; 

 

SASARAN STRATEGIS 5 

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya pemenuhan 

kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum layak,  yang telah ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja, sebagaimana Tabel III. 8 

 

 Tabel III.8 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 

No Indikator Satuan 
Capaian 
Tahun 
2024 

Tahun 2025 

Target 
RENSTRA 

Capaian 
s/d 2025 
terhadap 

Target 
Akhir 

RENSTRA 

Target Realisasi Capaian 

1 % Cakupan 
Layanan Air 
Minum Lintas 
Kab/ Kota 

% 77,69 % 100 % 2.312 kk 73,90 % 100 % 73,90 % 

 

Cakupan Layanan Air Minum Lintas Wilayah Kab/Kota adalah penyediaan air bersih bagi 

masyarakat di beberapa wilayah lintas yang dilakukan oleh Suatu Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM). Berdasarkan data kondisi RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 menyatakan 

bahwa angka capaian penaganan Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/Kota sebesar 100 

%. Tahun 2024 ukuran output kinerja indikator Presentase Cakupan Layanan Air Minum 

Lintas Kabupaten/Kota baru bisa memenuhi capaian  77,69 %.  
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Pada tahun 2025 untuk mengukur indikator kinerja Capaian Persentase Cakupan 

Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota dengan ukuran target 100 % dapat terwujud 

pelaksanaannya di Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) Lintas Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) Lintas Kabupaten/Kota telah melaksanakan kegiatan Pengembangan Jaringan 

Distribusi dalam Kota Kupang dan Kab. Kupang. 

Kapasitas produksi terpasang adalah 150 liter/detik, sedangkan kapasitas produksi 

termanfaatkan saat ini adalah 75 liter/detik untuk kapasitas 1 mesin pompa yang 

berproduksi atau setara denagn ±7.500 sambungan rumah yang dapat di suplai kepada 

masyarakat atau pelanggan. 

Pada Tahun 2025 untuk mengukur waktu kerja UPTD SPAM yang dioerasikan selama 10 Jam 

/ Hari maka dari waktu kerja yang di operasikan seharusnya mampu melayani sebanyak 

3.129 sambungan rumah akan tetapi realisasinya  sebanyak 2.312 sambungan rumah. 

Sehingga capaian pada Tahun 2025 sebesar 73,90 % dari waktu kerja operasional pada 

Tahun 2025. 

 

Permasalahan yang dihadapi adalah : 

1. Belum adanya kerja sama antara Pemerintah Kota (PDAM Kota Kupang), Pemerintah 

Kab.Kupang (PDAM Kab. Kupang) dengan Pemerintah Provinsi      ( UPTD SPAM); 

2. Belum adanya Reservoir Induk sebagai penyeimbang sehingga pelayanan yang dilakukan 

sampai dengan saat ini adalah dengan sistem tembak langsung. 

Solusi yang diharapkan adalah : 

1. Perlu adanya peran Pemerintah Provinsi dalam penyelesaian permasalahan pelayanan 

air minum di Kabupaten Kupang dan khususnya Kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi 

agar pemerintah provinsi dapat memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kota 

Kupang, Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Provinsi terkait kondisi ini; 

2. Perlu adanya Reservoir Induk sebagai penyeimbang agar pelayanan air minum curah 

dapat dilakukan secara gravitasi selama 1 x 24 jam/hari; 

Intervensi kegiataan untuk menjawab capaian indikator Presentase Cakupan Layanan Air 

Minum Lintas Kabupaten/Kota  melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM), antara lain:  
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1) Kegiatan Pengelolaan dan  Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas  

Kabupaten/Kota: 

a) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kab/Kota : 

- Pengembangan Jaringan Distribusi Utama di Kota Kupang  

 

SASARAN STRATEGIS 6 

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 6 : Terwujudnya Perumusan dan 

Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataaan Ruang,  digambarkan dalam Tabel III.9 

 

Tabel III.9 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 

No Indikator Satuan 
Capaian 
Tahun 
2024 

Tahun 2024 

Target 
RENSTRA 

Capaian 
2025 

terhadap 
Target 
Akhir 

RENSTRA 

Target Realisasi Capaian 

1 Peningkatan 
Presentase 
wilayah provinsi 
dan Kab/Kota 
yang telah 
memiliki Perda 
RUTR dan RDTR 

% 100 % 
23 

 (Perda 9 + 
14 Revisi 
Dokumen 

Perda) 

86,96 60,87 60,87 86,96 100 % 
23 

 (Perda 9 + 
14 Revisi 
Dokumen 

Perda) 

 

Menjawab Realisasi pencapaian Sasaran 6 : Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan 

Kebijakan Bidang Penataaan Ruang, dengan Indikator Peningkatan Presentase Wilayah 

Provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki Perda RTRW/RUTR dan RDTR.  

Sampai dengan Tahun 2024 sudah terdapat sebanyak 9 Dokumen Perda antara lain 1 

Dokumen Perda Provinsi , 8 Dokumen Perda Kab/Kota dan 14 Perda RTRW Kabupaten/Kota 

yang masih dalam proses revisi atau sudah mencapai 100%.  

Di tahun 2025 target yang di tentukan sebesar 86,96 % atau 20 dokumen Perda RTRW atau 

RDTR. untuk menjawab capaian indikator ini perlu di sampaikan beberapa penjelasan sebagai 

berikut :   

• Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota di 

provinsi NTT saat ini sebanyak 22 Perda; 
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• Sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa Pemerintah Daerah 

wajib melakukan Peninjauan Kembali  Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota setiap lima tahun sekali. Hasil Peninjauan Kembali 

berupa rekomendasi melakukan Revisi Perda Sebagian atau Revisi dengan Pencabutan 

Perda sebelumnya. 

• Saat ini semua Kabupaten/Kota di Provinsi NTT telah melakukan Proses Peninjauan 

Kembali Peraturan Daerah (Perda) RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota dan 

rekomendasinya adalah Revisi dengan Pencabutan Perda sebelumnya. 

• Perda RTRW Provinsi telah di Perdakan dengan Nomor Perda NTT Nomor 04 Tahun 2024 

Tentang Rencana Taa Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043.  

• Dari 22 Kabupaten/Kota yang melakukan Revisi Perda RTRW dan RTRW 

Kabupaten/Kota sejak tahun 2018 – 2023, sebanyak 13 Kabupaten telah sampai pada 

Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, sedangkan RDTR yang telah 

diPerdakan sebanyak 14 RDTR yang berada di 10 Kabupaten antara lain : Kab. Manggarai 

Barat, Nagekeo, Ende, Alor, Malaka, TTS, Kab. Kupang, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah 

dan Sumba Timur.  

• Sampai dengan tahun 2025 sebanyak 14 Kabupaten/Kota telah selesai menyusun Perda 

RTRW atau baru mencapai 60,87 % sedangkan 9 Kabupaten/Kota masih dalam proses 

Revisi.                                                            

Masalah yang di hadapi antara lain : 

1) Masih terdapat beberapa catatan penting terkait penyesuaian terhadap dokumen-

dokumen (revisi dokumen) 

2) Adanya kebijakan Sektoral yang juga terus berubah sesuai kepentingan masing-masing 

sektor sehingga berpengaruh terhadap penetapan kebijakan penataan ruang. 

3) Belum maksimal percepatan proses Revisi RTRW dalam hal ini terkait Koordinasi lintas 

sektoral yang belum maksimal dalam proses Penyusunan RTRW (khusus Kab/Kota) 

dalam hal ini dengan Forum Penataan Ruang Provinsi. 

Solusi yang dilakukan adalah : 
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1) Perlu adanya klinik penyusunan RTRW dengan Kementerian ATR/BPN; 

2) Perlu adanya pembahasan Pra Lintas Sektoral dengan seluruh Stakholder terkait; 

3) Dukungan anggaran dalam upaya percepatan penetapan Perda RTRW Kab/Kota. 

 

3.4 REALISASI ANGGARAN 

Pembiayaan pembangunan infrastruktur di Tahun 2025 melalui program dan kegiatan 

dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Provinsi NTT adalah sebesar  

Rp. 193.377.808.591,- Pagu anggaran ini termuat DPA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat tahun 2025.  

Berdasarkan program dan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2025 maka Realisasi 

seluruh pembiayaan pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :  

Untuk Belanja pada Tahun Anggaran 2025 ini dianggarkan sebesar  Rp. 193.368.808.591,- 

terdiri dari :    

 

I. Pagu Anggaran 

 Belanja Operasi sebesar : Rp.   85.356.028.827,- 

   Belanja Modal sebesar : Rp. 108.021.779.764,- 

 

II. Realisasi Anggaran 

 Belanja Operasi sebesar : Rp.   63.576.231.894,- 

   Belanja Modal sebesar : Rp. 100.648.457.353,- 

III. Sisa Anggaran 

 Belanja Operasi sebesar : Rp. 21.779.796.933,- 

     Belanja Modal sebesar : Rp.   7.364.322.411,- 

 

Dari seluruh pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 terdapat sisa Anggaran oleh karena masih 

terdapat sisa kegiatan yang menjadi kegiatan luncuran di Tahun 2026. 

Uraian realisasi Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi  

NTT diwujudkan dalam bentuk Program/Kegiatan sbb: 
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Tabel I  +-II.10 

REALISASI BELANJA MODAL 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI  

NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025 

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU 
(RP) 

REALISASI 
(RP) 

PRESENTASE 
 (%) 

1. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH  PROVINSI 

3.885.514.974 2.966.098.869 99.28 

2. PROGRAM PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA AIR (SDA) 

820.756.983 773.604.299 45,03 

3. PROGRAM PENGELOLAAN 
DAN PENGEMBANGAN 
SISTEM PENYEDIAAN AIR 
MINUM  

2.004.236.317 1.918.847.200 95,73 

 

4. 
PROGRAM 
PENYELENGGARAAN JALAN 

101.184.140.570 94.871.459.040 93,76 

 

5. PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN 

37.753.000 37.684.500 99,81 

6. PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG 

50.614.480 50.505.000 99,78 

 

7. PROGRAM KAWASAN 
PERMUKIMAN 

29.863.440 29.858.445 99,98% 

TOTAL 108.012.879.764,00 100.648.057.353,00 93,18% 

 

3.5 ANALISA EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL 

(KINERJA) YANG TELAH DITETAPKAN 

 

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan  

terdiri atas dua (2) yaitu Efesiensi Sumber Daya Biaya dan Sumber Daya Manusia.    

Perhitungan efesiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus: 

Presentase Efesiensi Biaya  = 100% -   Real Biaya  x 100 

                                                                                               Target Biaya 

 

     = 100% -  108.012.879.764,-    x 100% 

                                    100.648.057.353,- 

 

                                            = 93,18 % 



84 |                                                                                        LKIP Dinas PUPR Prov NTT TA 2025  

 

Dari perhitungan sesuai rumus efesiensi diatas, diperoleh presentase efesiensi biaya yang 

merupakan sisa anggaran dari total Belanja Modal pada Dinas PUPR Provinsi NTT adalah 

sebesar Rp. 7.364.322.411 atau sama dengan 6,82 %.   Apabila diperhitungkan 

berdasarkan pagu anggaran secara keseluruhan pada Dinas PUPR Provinsi NTT adalah Rp.  

164.224.689.247,- atau 84,93 % dan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 29.144.119.344,-  

atau  15,07 %. 

Tingkat efisiensi pemanfaatan biaya sangat tergantung pada realisasi pelaksanaan 

pekerjaan-pekerjaan fisik dilapangan serta pembiayaan lain yang menjadi unsur pendukung 

pelaksanaan kegiatan termasuk administrasi dan pelaporan kinerja dinas. 
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 BAB IV 

PENUTUP 

 Dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Provinsi NTT Tahun 2025 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan program sesuai dengan target RPD dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2024-2026.   Laporan Kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT merupakan pengukuran dan 

evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT terhadap 

pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dan 

pelaksanaan  RPD Tahun 2024-2026. 

 Di Tahun 2025 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Provinsi NTT dapat disimpulkan bahwa dari 6 Indikator yang terukur sesuai target RPD 

Provinsi NTT dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Provinsi NTT Tahun 2024-2026 (RENSTRA) dapat dikatakan Berhasil dengan nilai capaian 

sebesar 75,90 %. Dengan rincian kategori sangat berhasil sebanyak  2 Indikator yakni 

Meningkatnya lingkungan yang di dukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)  dan Jumlah 

ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan; 1 Indikator dikategorikan 

berhasil yakni Presentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota; 1 indikator 

dikategori cukup berhasil yakni dan  Peningkatan Presentase wilayah provinsi dan 

Kab/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR; 2 indikator dikategorikan cukup 

yakni Luas Areal Irigasi Fungsional dan Presentase Kemantapan Jalan Kewenangan 

Provinsi.  

Sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 maka Realisasi Rata-

rata capaian sampai dengan Tahun 2025 adalah sebesar 75,90 % dan berada dalam 

kategori Berhasil.     

Capaian Kinerja ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian kinerja 

tahun 2024 yakni sebesar 78,63 %.   Kondisi ini disebabkan antara lain oleh karena :  

• Adanya program kegiatan yang memenuhi target dan menyerap anggaran dengan 

capaian kinerjanya 90-100%; 
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• Adanya kegiatan yang masih luncuran oleh karena kondisi di lapangan sehingga 

berpengaruh terdapat progres anggaran; 

• Progres penyerapan anggaran belanja modal hampir terserap penuh atau 93,18%; 

• Adanya keterbatasan anggaran sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan. 

Dengan kondisi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi 

NTT ini tentunya masih perlu untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan lagi program 

dan kegiatan pembangunan infrastruktur, terutama dalam mewujudkan pencapaian 

sasaran-sasaran sesuai dengan indikator-indikator pencapaian yang ditetapkan dalam 

RPJMD Prov NTT Tahun 2025 – 2029 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Provinsi NTT yang baru yaitu Tahun 2025 - 2029, sehingga masyarakat dapat 

menikmati berbagai pembangunan infrastruktur dalam menunjang keberlangsungan 

hidup yang lebih baik kedepannya. 

 



PEMERJNTAH PROVINS! NUSA TAENGGARA TIMUR 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Gedung A Kantor Gubemur Pertama. Telp. 

 

 

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2025 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 

NO REVIEWER CATATAN/KOREKSI 

1 

 

 

2 

KEPALA BIDANG BINA MARGA 

 

 

KEPALA BIDANG 

PEMBANGUNANSUMBER 

DAYA AIR 

Data Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas 

Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi telah 

diverifikasi bersama Bidang Bina Marga 

Meningkatnya Cakupan Iayanan lnfrastruktur 

Sumber Daya Air dan Irigasi telah diverifikasi 

bersama Bidang Pembangunan Sumber Daya 

Air 

3 KEPALA BIDANG PERUMAHAN 

DAN PERMUKIMAN 

Meningkatnya lingkungan yang di dukung 

Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) telah 

diverifikasi bersama Bidang Perumahan dan 

Permukiman 

4 KEPALA BIDANG PENATAAN 

RUANG DAN PENGEMBANGAN 

INFRASTRUKTUR WILAYAH 

Meningkatnya Kualitas Tata Ruang Daerah 

telah diverifikasi bersama Bidang Penataan 

Ruang  dan  Pengembangan  Infrastruktur 

Wilayah 

5 
 

 

 

 

6 

KEPALA BLUD SPAM 

 

 

 

KEPALA DINAS 

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar 

masyarakat terhadap air minum layak lintas 

Kab/Kota telah diverifikasi bersama UPTD 

BLUD SPAM 

Sistimatika penyusunan sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku 

 

Kupang, Februari 2026 

 

a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 

Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Sekretaris Dinas, 

Frderik Kiuk, ST., M. Eng 

Pembina Tk.I/IVb 

NIP.19711116200012 l 003 



























NO NAMA PAKET

Volume 

rencana 

(Ha)

VOLUME 

Realisasi

Ha

KET

1 2 3 7

A Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi 334,370      56,950            

Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAU) 33,20                 

1 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Luwurweton (1.000 Ha) di Kabupaten Ngada 33,2 33,2

-                          

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 334,37 23,75                 

1 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Wae Mokel I, II (1.007 Ha) di Kabupaten Manggarai Timur

2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Weliman ( 1.000 Ha) di Kabupaten Malaka

3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kabupaten Sumba Barat 334,37 23,75                 

4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wae Ces 1 (2.750 Ha) di Kabupaten Manggarai

Sub Kegiatan Bidang OP SDA & Irigasi -                          

Kegiatan Pemeliharaan Berkala :

1 Pemeliharaan Berkala D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kabupaten Sumba Barat -                          

2 Pemeliharaan Berkala D.I. Weliman (1.000 Ha) di Kabupaten Malaka -                          

3 Pemeliharaan Berkala D.I. Cancar (2.500 Ha) di Kabupaten Manggarai -                          

Kegiatan Pemeliharaan Rutin :

1 Pemeliharaan Rutin D.I. Obor (1.815 Ha) di Kabupaten Belu

2 Pemeliharaan Rutin D.I. Maubusa (1.350 Ha) di Kabupaten Belu

3 Pemeliharaan Rutin D.I. Hasfuik (1.600 Ha) di Kabupaten TTU

4 Pemeliharaan Rutin D.I. Aeroki (1.242 Ha) di Kabupaten TTU

5 Pemeliharaan Rutin D.I. Weliman (1.000 Ha) di Kabupaten Malaka

6 Pemeliharaan Rutin D.I. Batu Putih/Oebobo (400 Ha) di Kabupaten TTS

7 Pemeliharaan Rutin D.I. Enorai (1.100 Ha) di Kabupaten Kupang

8 Pemeliharaan Rutin D.I. Waiwadan (1.450 Ha) di Kabupaten Kupang

9 Pemeliharaan Rutin D.I. Wae Rana (1.022 Ha) di Kabupaten Manggarai Timur

10 Pemeliharaan Rutin D.I. Cancar (1.450 Ha) di Kabupaten Manggarai Timur

11 Pemeliharaan Rutin D.I. Nua Kua (1.200 Ha) di Kabupaten Ngada

12 Pemeliharaan Rutin D.I. Malatawa (1.344 Ha) di Kabupaten Ngada

13 Pemeliharaan Rutin D.I. Malawitu (1.000 Ha) di Kabupaten Nagekeo

14 Pemeliharaan Rutin D.I. Wae Ganggang (1.281 Ha) di Kabupaten Manggarai Barat

15 Pemeliharaan Rutin D.I. Melolo (1.215 Ha) di Kabupaten Sumba Timur

16 Pemeliharaan Rutin D.I. Mataiyang (1.579 Ha) di Kabupaten Sumba Timur

17 Pemeliharaan Rutin D.I. Loli (2.390 Ha) di Kabupaten Sumba Barat

18 Pemeliharaan Rutin D.I. Mataliku (1.089 Ha) di Kabupaten Sumba Barat Daya

 Luas pengaruh penanganan kegiatan TA.2025 56,95              

 Luas total Irigasi yang ditangani sampai dengan TA.2025 35.704,79      

Jumlah Total Luasan Penanganan s/d T.A. 2025 35.761,74      

Kupang,       Desember 2025

a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kepala Bidang SDA

.......................................................

NIP................................

LUAS IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI YANG DILAYANI OLEH JARINGAN IRIGASI

BERDASARKAN DPPA TA. 2024

Pemeliharaan Rutin merupakan kegiatan yang wajib

dilaksanakan untuk setiap D.I. kewenangan Pusat, Provinsi

dan Kabupaten yang berpengaruh terhadap luasan

Fungsional secara keseluruhan. Dimana Kegiatan Rutin pada

Bidang OP SDA & Irigasi di Tahun 2023 sebayak 18 D.I.

tersebar dengan total Luas Pengaruh terhadap Luas

Fungsional sebesar 8.980 Ha.







No Kegiatan Dokumentasi

1

Penanganan Long 
Segmen Ruas Jalan 
Sp. Patiala – Wetana 
(Bts. Kab Sumba Barat 
Daya)

2

Penanganan Long 
Segmen Ruas Jalan 
Kalabahi - Kokar di 
Kab. Alor

3

Penanganan Long 
Segmen Ruas Jalan 
Sp. Polda - Sp. Patung 
Merpati di Kota 
Kupang

4

Rekonstruksi Ruas 
Jalan Sp. Welaus - 
Kusa (Bts. Kab. Belu) 
Di Kabupaten Malaka

Dokumentasi Kegiatan Bidang Bina Marga

Tahun Anggaran 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT



No Kegiatan Dokumentasi

Dokumentasi Kegiatan Bidang Bina Marga

Tahun Anggaran 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT

5
Rekonstruksi Ruas 
Jalan Poma - Bajawa

6

Rekonstruksi Ruas 
Jalan Watowiti - 
Waiklibang Kab. 
Flores Timur



No Kegiatan Dokumentasi

1

Pemasangan Water 
Meter Pada Sumber Air 
Permukaan di 
Kabupaten Timor 
Tengah Utara

2

Pembangunan Sumur 
Bor dan Sarana 
Pendukungnya Lokasi A 
di Kab. Ende

3

Pembangunan Sumur 
Bor dan Sarana 
Pendukungnya di Kab. 
Flores Timur

4

Pembangunan Sumur 
Bor dan Sarana 
Pendukungnya di Kab. 
Rote Ndao

Dokumentasi Kegiatan Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT

Tahun Anggaran 2025



No Kegiatan Dokumentasi

1

Pembangunan Jaringan 
Perpipaan 
Keciptakaryaan (Cipta 
Karya)

Dokumentasi Kegiatan Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT

Tahun Anggaran 2025



No Kegiatan Dokumentasi

1

PROGRAM 
PENINGKATAN 
PRASARANA, SARANA 
DAN UTILITAS UMUM 
(PSU)

Dokumentasi Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT

Tahun Anggaran 2025



No Kegiatan Dokumentasi

1

Rehabilitasi Gedung 
kantor Gubernur 
Pertama
•  Rehab/Pemeliharaan 
Gedung A 
•  Rehab/Pemeliharaan 
Gedung D
•  Rehab/Pemeliharaan 
Gedung E

2

Rehabilitas dan 
Penataan Gedung A 
Kantor Gubernur 
Pertama
•  Penataan Ruang 
Pimpinan Dinas
•  Rehab/Penataan 
Ruang Rapat Dinas
•  Penataan Lobi Dinas

Dokumentasi Kegiatan Sekretariat
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT

Tahun Anggaran 2025



No Kegiatan Dokumentasi

1

Pengembangan Jaringan 
Distribusi Utama SPAM 
dalam Kota Kupang:
•  Kompleks Kantor 
Gubernur
•  Hotel Sylvia Kupang
•  Rumah Sakit 
Wirasakti Kupang

Dokumentasi Kegiatan UPTD SPAM
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT

Tahun Anggaran 2025
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